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ABSTRACT 
HIDAYAT AWALUDDIN (E11110253), a thesis entitled THE POLITICAL 
RELATION BETWEEN LOCAL ELITES OF COASTAL AREA AND 
SEAWEED FARMERS ON THE LEGISLATIVE ELECTION 2014 IN 
PALOPO CITY, supervised by Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si as the first 
Mentor and Andi Naharuddin, S.IP, M.Si as the second Mentor. 
 
This research aims to find out how the local elites of coastal area 
establishing political relation with the mass, especially with seaweed 
farmers and to determine the factors that influence. Local elite of coastal 
area have got possession of access and large capital resources to 
establish a reputation, influence and familiarity. Beside that, caracteristic 
of coastal area masses are responsive, massive, and militant. Considering 
the potentially numerous vote in the area, the elites make the area as the 
political basis to join the legislative election. This research used the elites 
theory by Pareto and Mosca and theory of patron-cliens by James C.Scott, 
and some supporting theories. 
 
This research was conducted in Palopo city, South Sulawesi since 
November until December 2015 and used descriptive qualitative method. 
The primary data was obtained by interviewing some informants in Wara 
Utara district in Palopo as the first election area. To support the primary 
data, the researcher used secondary data that obtained from literature 
resources, documents, and articles related to this research. 
 
The result of this research shows that the political relation existed in the 
form of authority dependence in economy, which was the exchange of 
service including the products marketing and occupation field that was 
dominated by the local elites. The local elites gained benefits in terms of 
support in the legislative election 2014, so that they got position in DPRD 
(District Legislative Council) of Palopo city. The political relation was 
affected by rational choice factor which supported by strong paternalistic 
culture in the environment. 
 








HIDAYAT AWALUDDIN (E11110253), dengan judul Skripsi RELASI 
POLITIK ELITE LOKAL PESISIR DAN PETANI RUMPUT LAUT PADA 
PEMILU LEGISLATIF 2014  KOTA PALOPO. Dibawah bimbingan Prof. 
Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Pembimbing I dan Andi Nahruddin, 
S.IP, M.Si Selaku Pembimbing II. 
Elite lokal Pesisir memiliki akses,modal dan sumber daya yang besar 
dalam membentuk reputasi, pengaruh dan ketokohannya. Selain itu, 
karakteristik massa pesisir yang responsif, massif, dan militan dengan 
potensi suara besar memberikan ruang bagi elite untuk  
mengaktualisasikan diri di arena politik lokal melaui Pemilu. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara elite lokal 
pesisir dan massa, secara spesifik kepada petani rumput laut yang 
memunculkan relasi politik pada pemilui legislatif dan apa faktor yang 
mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan teori elite Pareto-Mosca 
dan Teori Patron Klien dari James Scott serta beberapa teori  lainnya. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dimulai dari 
bulan November hingga Desember 2015 dan menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan, mencatat dan 
menginterpretasikan aspek relasional aktifitas politik elite. Data primer 
diperoleh melalui proses wawancara mendalam kepada beberapa 
informan di Kecamatan Wara Utara, Daerah Pemilihan 1 Kota Palopo. 
Data primer ditunjang oleh data sekunder yang berasal dari berbagai 
sumber literatur, dokumen dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi politik terjadi dalam bentuk 
pengaruh kekuasaan pada pertukaran jasa terhadap akses ekonomi, 
pemasaran hasil produksi dan ketersediaan jaminan pendapatan yang 
didominasi oleh elite lokal pesisir. Elite mendapatkan keuntungan 
dukungan pada pemilu legislatif 2014, sehingga berhasil duduk sebagai 
anggota DPRD Kota Palopo. Relasi politik dipengaruhi oleh faktor 
perhitungan keuntungan elite, dominasi sumber daya, ketergantungan 
jasa  pemasaran rumput laut dan jaminan pendapatan dari elite lokal. 





1.1.  Latar Belakang Masalah 
 Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (archepelagic state) 
oleh bangsa-bangsa di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan 
panjang  garis pantai kurang lebih 81.000 km sehingga potensi sumber 
daya laut dan pesisirnya menjadi begitu besar. Meskipun demikian potensi 
wilayah pesisir barulah disadari ketika kebijakan pemerintah pada rezim 
Soeharto sangat dominan terkonsentrasi ke darat (continental oriented).  
Pasca kekuasaan orde baru lengser dan reformasi dimulai, potensi 
wilayah laut dan pesisir kemudian mulai menjadi skala prioritas politik 
pembangunan pemerintah. Hal ini ditandai pada pemerintahan Presiden 
Abdurrahman Wahid dengan membentuk nomenklatur baru yakni 
Departemen Eksplorasi Laut dalam kabinetnya pada tanggal 10 november 
1999 dibawah koordinasi Sarwono Kusumaatmadja sebagai menteri.1 
Indonesia telah mengalami perubahan yang besar pada sistem 
politiknya sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999. Kran 
demokrasi dibuka seluas-luasnya dan partisipasi politik dalam 
pembangunan meningkat hingga ke daerah, sehingga pengelolaan pesisir 
dan sumber daya alam lainnya pun ikut berganti dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah. Pengesahan UU No 22 tahun 1999  yang mengatur 
dan mengakomodir segala macam kewenangan daerah dalam mengelola 
                                                             
1 Khudori, Gus Dur dan  Amnesia kelautan, Tempo, 9 Januari 2010. 
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pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk Provinsi dan 4 mil untuk 
Kabupaten/kota.2 
Konteks politik lokal dalam otonomi daerah mengalami perubahan 
yang sedemikian besar. Perubahan ini terjadi pada bentuk relasi politik di 
berbagai ruang lingkup keseharian dengan intensitas yang tinggi, mulai 
dari wilayah pedalaman hingga ke wilayah pesisir. Berbagai kepentingan 
politk dari elite lokal bermunculan sebagai usaha untuk merebut, 
mempertahankan dan mewariskan eksistensi kekuasaanya di tiap struktur 
kekuasaan yang melingkupinya. Intensnya aktifitas politik elite ini 
didominasi oleh kapital ekonomi dalam membuat segala bentuk jejaring 
dan simpul kekuasaan sehingga gejala ini mengerucut kepada 
keterbukaan politik yang begitu besar bagi masyarakat. 
Masyarakat pesisir secara sosio-kultural berada pada kelompok 
dengan akar budaya yang dibangun atas paduan antara budaya maritim 
laut, pantai dan orientasi pasar (Satria, 2001). Tradisi ini berkembang 
menjadi budaya dan sikap hidup yang kosmopolitan, inklusifistik, egaliter, 
outward looking, dinamis, enterpreneurship dan pluralistik. Sifat dari pola 
kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam wilayah pesisir itu sendiri 
dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: (1) tanpa pemilik (open 
access property); (2) milik masyarakat atau komunal (common property); 
(3) milik pemerintah (public state property); (4) milik pribadi (private 
property).3 
                                                             
2 bappenas.go.id 
3 Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, 2009, Hal 89. 
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Masyarakat pesisir kota Palopo dengan kegiatan produksi di bidang 
agrikultur kelautannya seperti pembudidayaan rumput laut mampu 
menaikkan nilai ekspor komoditi lokalnya dan menambah pendapatan 
daerah dari sektor perikanan dan kelautan. Sebagai contoh, rumput laut 
jenis Gracilarria sp misalnya, banyak dikembangkan oleh petani rumput 
laut kota Palopo dan mengalami peningkatan jumlah produksi yakni 
241,151 ton pada tahun 2013 dengan total nilai produksi 482,300 Miliar 
dan luas areal 996 Ha, jika dibandingkan tahun 2012 dengan produksi 
hanya 24,799 ton, sehingga menurut kalkulasi ekonomi pertambahn nilai 
produksi bergerak naik sebesar 216,352 ton pada tahun 2013.4   
Akumulasi angka ekonomi tersebut tiap tahunnya mengalami 
peningkatan, namun dalam kehidupan sosial politik petani rumput laut  
seringkali masih juga berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. 
Petani rumput laut pada spektrum lokalitas dan elite yang terjadi di kota 
Palopo yang bermukim di wilayah pesisir ini yang juga sebagai produsen 
utama dari mata rantai ekonomi komoditi memiliki possisi yang rentan 
sehingga kerap kali menjadi target mobilisasi politik. Hal ini karena 
masyarakat pesisir ini merupakan lumbung suara potensial pada tiap 
kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Kota 
Palopo, selain itu masyarakat pesisir ini juga memiliki karakteristik yang 
responsif, massif dan militan. 
                                                             
4 Kota Palopo dalam Angka 2014. 
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Data jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir kota 
Palopo menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Sebagian besar 
wilayahnya yakni lima dari sembilan kecamatan memiliki wilayah pesisir di 
antaranya adalah Kecamatan Telluwanua, Bara, Wara Utara, Wara Timur 
dan Wara Selatan. Presentase topografi atau ketinggian wilayahnya yakni  
62,00 % adalah dataran rendah 0-500 mdpl. Dengan melihat data 
tersebut, masyarakat pesisir cenderung mempengaruhi secara signifikan 
kemenangan seorang kandidat dalam tiap kontestasi politik. 
Masyarakat pesisir dengan aktifitas produksinya menghasilkan 
komoditi ekonomi agrikultur seperti rumput laut selain hasil dari tangkapan 
laut nelayan. Lebih jauh penulis katakan bahwa proses produksi agrikultur 
ini dijadikan komoditi untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi 
masyarakat sehari-hari.  Berdasarkan hal tersebut maka dalam konteks 
politik seringkali dimanfaatkan oleh elite lokal pada kampanye politik untuk 
menerjemahkan kepentingan dan kekuasaannya sendiri dengan 
mengklaim keberhasilan  dari peningkatan nilai ekspor komoditas  rumput 
laut ini.  
Pemilihan legislatif 2014 memberikan akses elite politik untuk 
mengklaim  keberhasilan atau memberi janji program, dan bantuan logistik 
lainnya. Intensitas klaim politik ini lazimnya terjadi pada masyarakat pesisir 
terutama petani rumput laut di daerah pemilihan 1 Kota Palopo, yakni 
Kecamatan Bara, Wara Utara, dan Telluwanua. Sedikitnya terdapat 10 
calon legislator incumbent yang bersaing secara ketat untuk 
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memperebutkan 9 kursi di DPRD Kota di Daerah Pemilihan 1, sehingga 
dengan kondisi seperti itu ruang politik dan kekuasaan yang terjadi 
semakin besar dan kompleks.  
Ketimpangan tersebut selalu kurang menguntungkan bagi pihak 
petani rumput laut yang menjadi bagian dari masyarakat pesisir. 
Sebagaimana kondisi seperti ini bisa terjadi secara lebih jelas 
diungkapkan oleh Deere & Janvry5, bahwa sedikitnya ada tujuh 
mekanisme yang membuat masyarakat petani terjerembab dalam ruang 
kekuasaan elite yang mobilitatif dan eksploitatif dalam perspektif ekonomi 
politik sebagai berikut. (i) rent in labour services, hal ini menggambarkan 
adanya kesulitan petani untuk mendapatkan akses kepemilikan lahan, 
sehingga mereka menyediakan diri bekerja sebagai buruh tani; (ii) rent in 
kind, misalnya sewa bagi hasil yang dalam praktiknya menunjukkan 
kedaulatan tuan tanah dalam memberikan porsi bagi hasilnya; (iii) rent in 
cash, petani harus menyewa secara cash untuk mendapatkan akses 
mengolah lahan; (iv) appropriation of surplus value via the wage, yakni 
terdapat pengambilan surplus atau nilai lebih atas produksi dengan jalan 
pemeberian upah standar, (v) appropriation via prices, petani rugi akibat 
harga jual (output) yang anjlok di pasaran atau harga belanja (input) yang 
membumbung, atau akibat keduanya sekaligus; (vi) appropriation via 
usury, pendapatan petani direnggut akibat tingkat suku bunga pinjaman 
yang lebih besar ketimbang harga pasar nasional maupun internasional; 
                                                             
5  Lihat, Ahmad Erani Yustika “Ekonomi Politik; Kajian Teoritis dan Analisis Empiris”, Pustaka Pelajar Cetakan 
III,  2014, Hal 253. 
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(vii) peasant taxation, negara sering memajaki secara tidak langsung 
produk petani. Pajak ekspor untuk komoditi petani merupakan mekanisme 
umum terhadap terjadinya alih pendapatan dari petani ke negara (Ellis, 
1998: 55-56 dalam Erani Yustika 2014: 253).  
Francis Fukuyama dalam tata sosial baru,6 menjelaskan bahwa di 
masyarakat ada kenyataan yang mengindikasikan sebagai masyarakat 
dengan laju modernitas yang tinggi dengan kekuatan kapital dan akses 
politik yang paling menentukan (determinan factor) berimplikasi kepada 
banyaknya bemunculan fenomena yang seperti diatas, salah satu kesan 
bahwa kekuatan kapital cenderung memenangkan kompetisi atau 
perebutan porsi kekuasaan dibanding dengan idealisme nilai-nilai dan 
moralitas dalam politik yang dibangun melalui investasi sosial yang 
bertahap. Meskipun di beberapa kasus pemilihan ada pula yang berhasil 
memasukkan batin demokrasi sebagai pijakan untuk memilih meskipun 
sangat jarang ditemukan. 
Membincangkan masalah dalam konteks masyarakat pesisir tidak 
bisa lepas dari konteks masalah kemiskinan. Masyarakat pesisir ketika 
dihadapkan oleh sebuah ruang politik yang menggoda, fenomena 
mobilisasi politik  menjadi hal lumrah yang kemudian menjadi pemicuh 
banyaknya aktifitas politik. Kondisi seperti itu memberikan pengaruh buruk 
terhadap struktur masyarakat pesisir pembangunan demokrasi. 
                                                             
6  Francis Fukuyama “Guncangan Besar”, Gramedia Pustaka Utama, 2005, Bab 6. 
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Masyarakat yang berada di kawasan pesisir menghadapi persoalan 
dalam pembangunan politik. Berbagai persoalan menjadi begitu kompleks 
di wilayah pesisir seperti persoalan kemiskinan. Menurut Febrianto dan 
Rahardjo (2005), masyarakat pesisir ini sebagian besar menggantungkan 
hidupnya dari pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang 
membutuhkan investasi besar. Tanah/lahan luas dan selain itu juga, 
mereka harus melawan kondisi musim atau cuaca yang berubah dan 
terkadang kurang menguntungkan. Sebagian besar dari mereka bekerja 
sebagai nelayan kecil, petani tambak/rumput laut, pengolah ikan skala 
kecil dan pedagang kecil. Hal itulah kemudian menjadikan kemampuan 
mereka  untuk investasi sangat terbatas. 
Data menunjukkan pada tahun 2013, jumlah fakir miskin yang 
berada di wilayah pesisir kota Palopo sebanyak 2302 jiwa dan kondisi 
rumah dan lingkungan tidak layak sebesar 10547. Selain itu jumlah rumah 
tangga yang berprofesi sebagai rumah tangga pembudidaya komoditi 
perikanan di kota Palopo tidaklah sedikit,  catatan dalam angka sebanyak 
1.8318 rumah tangga pesisir yang tersebar di  5 kecamatan di luar profesi 
nelayan yang rata-rata memiliki anggota keluarga sebanyak 5 orang.  
Pilihan politik masyarakat pesisir seringkali berada pada dilema 
ketika diperhadapkan pada ruang kepentingan elite dan kekuasaan. 
Berbagai masalah penting dan mendasar yang menjadi kepentingan 
masyarakat pesisir harusnya dituntaskan, namun yang terjadi hanya 
                                                             
7 Dinas perikanan dan kelautan dikutip pada Palopo dalam Angka 2014. Hal. 153. 
8 Ibid. Hal. 224. 
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dijadikan komoditi politik pada saat pemilu. Kecenderungan ini menjadikan 
petani rumput laut sebagai bagian dari masyarakat pesisir terpinggirkan 
perlahan-lahan untuk membela kepentingannya yang kemudian berubah 
bias dalam ruang politik.  
Fenomena masyarakat pesisir ini untuk melihat lebih jauh 
bagaimana kontestasi politiknya dapat dengan memahami ruang politik 
terjadinya interaksi dan kesepakatan-kesepakatan. Diantara banyaknya 
individu ataupun kelompok masyarakat yang saling mengorganisir diri 
dalam afiliasi politk dengan elite olehnya penulis ingin lebih jauh melihat 
dan memahami realitas dari relasi politik yang terjadi antara elite lokal 
pesisir dan petani rumput laut. 
Konteks petani rumput laut yang tak bisa juga diabaikan dari 
persoalan ekonominya yaitu keterikatannya pada kesepakatan 
kelembagaan ekonomi. Kesepakatan tersebut berupa harga pemasaran, 
biaya produksi, pertambahan nilai komoditi dan penentuan kualitas hasil 
panen. Kesepakatan tersebut dilakukan petani kepada para  pemilik 
modal, pengepul dan lembaga ekonomi seperti koperasi yang tertaut pada 
ketetapan harga sepihak yang lebih menguntungkan pemilik modal, pihak 
yang menyusun kerangka perdagangan seperti kebijakan pemerintah 
yang menetakan harga jual minimum, dan pemilik lahan.   
Kebijakan pemerintah kota Palopo pada tahun 2010 menetapkan 
komoditi rumput laut sebagai komodiiti unggulan dan komoditi ekspor 
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daerahnya9, sehingga mau tidak mau petani diperingatkan untuk terus 
menerus meningkatkan dan memperbaiki kualitas produksinya.  
Petani rumput laut sebagai bagian masyarakat pesisir masih tetap 
saja berada pada persoalan yang mendasar seperti mekanisme pasar 
yang tidak setara (asimetris) dari pemodal dan pemilik lahan, akses 
permodalan yang terbatas, penyuluhan yang tak memadai, terget 
produksi/panen berkualitas yang harus berhadapan dengan stok pupuk 
yang tidak jarang kurang atau kesepakatan kelembagaan oleh pihak 
koperasi misalnya, yang dalam hal ini masih kurang mendapat porsi 
kebijakan yang memihak kepada nasib mereka. Kemudian ditambah lagi 
ketika mereka bersinggungan pada praktek perebutan kekuasaan di ruang 
politik skala lokal  yang mobiltatif sehingga proses pengambilan kebijakan 
oleh pemerintah daerah cenderung hanya menempatkan masyarakat 
pesisir sebagai masyarakat kelas dua.10  
Masyarakat pesisir kota Palopo secara jumlah dari pemegang sura 
(voters) adalah yang paling besar  dan penulis melihat fenomena politik ini 
di Kecamatan Wara Utara pada pemilihan legislatif 2014. Pada pemliu 
legislatif 2014 terdapat 10 calon incumbent untuk memperebutkan 9 kursi 
pada dapil 1 yakni Kecamatan Bara, Tellu Wanua dan Wara Utara yang 
dalam hal ini sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dengan tingkat 
                                                             
9 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 145/M-IND/PER/12/2010 Tentang Peta Panduan 
(Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Palopo. 
10 Terkait persoalan kondisi sosial masyarakat pesisir dengan pendekatan kritis bisa kita lihat ditulisan Arif 
Satria “Ekologi Politik Nelayan” terbitan LKiS. 2009.   
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kepadatan penduduk di mencapai 1.072 per km2 pada tahun 2013  
dengan luas wilayah 23,35 km2.11 
Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka penulis 
menempatkan penelitian ini dengan judul “Relasi Politik Elite Lokal 
Pesisir Dan Petani Rumput Laut Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota 
Palopo” 
1.2.  Rumusan masalah  
 Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang telah 
dikerucutkan sebagai berikut : 
1. Bagaimana hubungan patron klien antara elite local pesisir dan 
petani rumput laut menjadi relasi politik pada pemilihan legislatif 
DPRD Kota Palopo 2014 ? 
2. Apa faktor-faktor penyebab patron klien tersebut ? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini  dijelaskan dalam dua poin, yaitu :  
1. Mendeskripsikan bentuk hubungan patron klien antara elite local 
pesisir dan petani rumput laut yang memunculkan relasi politik pada 
pemilu legislatif 2014 Kota Palopo. 
2. Mengidentifikasi dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi hubungan patron klien antara elite local pesisir dan 
petani rumput laut menjadi relasi politik pada pemilu legislatif 2014 
kota Palopo. 
                                                             
11 Kota Palopo dalam Angka 2014. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi  pemahaman 
mengenai hubungan patron klien menjadi relasi politik antara elite dan 
massa pada kontestasi politik seperti pemilihan umum legislatif 
sebagaimana tujuan penelitian. Penelitian ini juga diharapkan memberi 
gambaran mengenai partisipasi, motivasi elite lokal menjalin relasi politik 
dengan petani rumput laut sebagai bahan untuk melihat persoalan krusial 
di wilayah pesisir Kota Palopo sebagai basis suara potensial. Selain itu 



















Bab ini membahas mengenai terminologi elite, konsep teoritis 
kekuasaan elite, teori pilihan rasional dan teori patron klien. Hal ini 
dimaksudkan untuk menjadi penunjang penjelasan dan kerangka pikir 
dalam penelitian yang dimana memuat definisi dan konsep. 
2.1.  Terminologi Elite dan Kekuasaan 
Sub bab ini dibahas terlebih dahulu mengenai terminologi elite dan 
Kekuasaan sebagai penjabaran atas apa yang menjadi objek dalam 
penelitian ini. Hal ini dimaksudkan sebagai referensi yang  dapat 
memberikan penjelasan dan pembatasan mengenai elite dan kekuasaan 
 2.1.1. Elite 
Kata elite berasal dari bahasa latin yakni elligere, yang berarti 
memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi 
pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-
orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum elite 
menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati 
kedudukan-kedudukan yang tinggi. Dengan begitu menurut Suzanne 
Keller12 elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan 
daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan 
sosial lebih di atas. 
                                                             
12 Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern, PT. Raja 
Grafindo Persada: Jakarta, 1995, hlm. 33. 
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Elite dapat dipahami sebagai posisi atau kedudukan di dalam 
struktur-struktur sosial yang terpenting, seperti dalam bidang ekonomi, 
pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan 
pekerjaan-perkerjaan bebas.13 Dengan demikian pemahaman ini 
mengantarkan kita pada kenyataan bahwa elite merupakan seseorang 
atau sekelompok orang yang mempunyai nilai lebih tertentu atau dengan 
kata lain dia memiliki keunggulan, dimana dengan keunggulan yang 
melekat pada dirinya itu, seseorang atau sekelompok orang dapat 
menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada struktur dan 
sistem kekuasaan tertentu. Sifat menonjol atau keunggulan yang melekat 
pada diri itulah yang mengantarkannya menempati posisi puncak dalam 
struktur kekuasaan. 
Individu atau kelompok yang memiliki kelebihan atau keunggulan 
dalam arti lain memiliki nilai dan akses lebih dibandingkan yang lain dan 
ketika individu ini menempati posisi puncak dari struktur sosial yang 
mengitarinya, maka elite tersebut mempunyai kesempatan yang lebih luas 
dan besar untuk menjalankan kontrol sosial dalam suatu mekanisme 
politik. Menurut Stephen K. Sanderson yang diterjemahkan oleh Farid 
Wajidi (2003: 295- 297), ia mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga 
                                                             




jenis mekanisme politik dalam menjalankan kontrol sosial, antara lain; 
pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan.14 
Pengaruh (influence) menurut Sanderson adalah proses dimana 
segala perilaku, keputusan, atau saran dari satu atau lebih orang akan 
diikuti atau ditiru oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan 
kekuasaan sebagai mekanisme politik adalah kemampuan individu atau 
kelompok untuk mengendalikan sikap, tindakan dan keinginan orang lain 
bahkan mampu untuk mengendalikan keinginan untuk menentangnya. 
Sementara kewenangan yaitu hak istimewa yang didapat dengan jalan 
formal dengan tingkat rasionalitas tertentu sebagai hak moral yang 
dianggap sebagai panutan agar masyarakat patuh terhadap individu yang 
memiliki hak itu. 
Mekanisme politik yang disebut sebagai pengaruh itu diandaikan 
sebagai hal yang abstrak dimana  berlangsungnya menurut Sanderson 
merupakan area kontrol sosial yang di dalamnya terdapat mereka yang 
dipengaruhi (massa) dan yang memberikan pengaruh (elite). Dengan hal 
tersebut maka sebab akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya interaksi 
dengan intensitas tertentu yang berlangsung secara berkelanjutan 
(continues) dan dalam periodik tertentu dan secara konstan. Pengaruh ini 
selanjutnya diproses melaui area kontrol sosial dimana menghasilkan 
produk yang disebut kekuasaan dalam suatu proses transformasi yang 
                                                             
14Lihat  Stephen K. Sanderson, 2003, Makro Sosiologi, sebuah pendekatan terhadap realitas sosial 
(edisi kedua), terj. Farid Wajidi dan S. Menno, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 295-297. 
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dimaknai sebagai nilai moral oleh sekelompok orang yang diberikan 
pengaruh dengan melewati serangkaian metode informal menjadi legal 
formal. Setelah itu proses terkahir dari kekuasaan yang menjadi akibat 
dari pengaruh jika kekuasaan itu bertranformasi dan bereproduksi dalam 
rentan waktu yang cukup lama dalam situasi legal formal, artinya 
mendapat pengakuan dengan skala yang cukup besar (legitimated) dapat 
dipastikan inilah yang disebut dengan kewenangan. 
Pemahaman yang dberikan oleh Sanderson ini lebih melihat 
komposisi pengaruh dan kekuasaan pada mekanisme politik informal 
dimana kelompok elite itu berada pada ruang dan struktur sosial. 
pemahaman tentang terminologi elite ini berada pada mekanisme politik 
informal yang selanjutnya didefinisikan sebagai institusi informal oleh dua 
teoritikus kontemporer yakni Helmke – Levitsky, mereka berpendapat 
bahwa institusi formal sebagai aturan dalam ruang sosial lebih sering 
diartikan dalam bentuk tidak tertulis, dimana terdapat pola interaksi dan 
komunikasi dan tetap berada di luar pengawasan yang kaku.15 Inilah 
kemudian diterjemahkan dalam segala tindakan, sikap serta keinginan 
elite untuk selanjutnya bermain dalam kerangka aturan yang tidak tertulis 
yang biasanya masuk dalam kompleksitas norma yang berlaku dalam 
kerangka sosial masyarakat. Kerangka aturan tak tertulis dan 
kompleksnya norma diterjemahkan sesuai keinginan elite sehingga di 
sinilah mulai terjadi sebuah relasi kekuasaan. 
                                                             
15 Dikutip dari artikel Gretchen Helmke and Steven Levitsky, 2004, Informal Institutions and Comparative 
Politics : A Research Agenda, dalam jurnal Perspectives on Politics, Volume 2 / No. 4, hal. 727. 
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2.1.2.  Kekuasaan 
Setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial 
selalu tersimpul pengertian kekuasaan. Kekuasaan terdapat di semua 
bidang kehidupan, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah 
agar yang diperintah patuh dan juga untuk memberi keputusan yang 
secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tindakan pihak 
lain. Relasi  kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang 
menunjukkan hubungan yang tidak setara (asymetric relationship), hal ini 
disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin“ (direction) 
atau apa yang oleh Weber sebut sebagai “pengawas yang mengandung 
perintah“ (imperative control). Dalam hubungan dengan unsur inilah 
hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara apa yang oleh Leon 
Daguit sebut “pemerintah” (gouvernants).16 
Max Weber mengatakan lebih lanjut, kekuasaan (power) adalah 
kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan 
masyarakat akan kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya 
terhadap tindakan perlawanan dari orang–orang atau golongan tertentu. 
Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi 
juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan 
khusus dalam bidang ilmu pengetahuan ataupun atas dasar peraturan 
hukum  yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat di dalam hubungan sosial 
maupun didalam organisasi – organisasi sosial. ( Soekanto, 2003 : 268 ). 
                                                             
16 Max Weber dalam Johnson 1994 dikutip oleh Soekanto 2003 Hal 268 dan  Poelinggomang, 2004 : Hal. 138. 
17 
 
Mengutip Harold D Lasweel dalam Miriam Budiarjo17 bahwa ilmu 
politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan dan 
ditambahkan juga pendapat dari W. A Robonson bahwa kekuasaan dalam 
tiap masyarakat mencakup sifat, hakiki, dasar, proses-proses, ruang 
lingkup, dan hasil-hasil. Kemudian lanjut ia mengatakan bahwa fokus 
perhatian seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk 
mencapai dan atau mempertahankan kekuasaan, dan untuk mencari 
pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu. 
Penjabaran para teoritikus tersebut mengenai kekuasaan 
melahirkan pemikiran bagaimana mendapatkan kekuasaan itu, hubungan 
apa yang kemudian yang terjadi dalam ranah sosial dan kelompok-
kelompok masyarakat. Adalah relasi kekuasaan oleh sebagian kecil elite 
yang dapat melakukannya, menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah 
kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab. 
Definisi elite yang dikemukakan oleh Aristoteles secara ideal normatif 
merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti 
teori demokrasi eliteis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu kelompok 
minoritas adalah yang membuat keputusan-keputusan besar. 
Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles 
kemudian diperdalam kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni 
Vilpredo Pareto dan Gaetano Mosca.18 Mereka mendefinisikan elite 
sebagai kelas penguasa yang secara efektif melakukan monopoli pos-pos 
                                                             
17 Prof. Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, 2008, Hal. 18. 
18 Lihat Jayadi Nas, Konflik Elite Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal, Hal.33 
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kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert 
Mitchel yang berpendirian bahwa inilah yang menghasilkan dan 
bertahannya ”hukum besi oligarki” dalam struktur dan ruang yang diklaim 
sedemokratis apapun itu sehinngga persoalan dominasi oleh kelompok 
minoritas pada ruang kepentingan menjadi tak terelakkan. Dalam 
organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan 
mampu mendikte kelompok mayoritas agar kepentingannya sendiri dapat 
tercapai. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elite sebenarnya 
bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), 
orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam 
proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun 
tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam 
situasi tertentu peran elite  bisa sangat menonjol juga bisa tidak terlalu 
menonjol dan status elite bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan 
punya peran penting19.  
Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, Robert D. Putnam 
menyatakan bahwa secara umum ilmuwan sosial membagi relasi 
kekuasaan elite dalam tiga sudut pandang.20 Pertama, sudut pandang 
struktur atau posisi. Pandangan ini lebih menekankan bahwa kedudukan 
elite yang berada pada lapisan atas struktur masyarakatlah yang 
menyebabkan mereka akan memegang peranan penting dalam aktivitas 
masyarakat. Kedudukan tersebut dapat dicapai melalui usaha yang tinggi 
                                                             
19 Ibid. Hal. 35 
20 Ibid. Hal. 37 
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atau kedudukan sosial yang melekat, misalnya keturunan atau kasta. 
Pendapat Putnam ini diperkuat oleh Schrool21 yang menyatakan bahwa 
elite menjadi golongan utama dalam masyarakat karena didasarkan pada 
posisi mereka yang tinggi dalam struktur masyarakat. Posisi yang tinggi 
tersebut terdapat pada puncak struktur masyarakat, yaitu posisi tinggi 
dalam bidang ekonomi, pemerintahan, kemiliteran, politik, agama, 
pengajaran dan pekerjaan bebas. 
Kedua, sudut pandang kelembagaan. Pandangan ini didasarkan 
pada suatu lembaga yang dapat menjadi pendukung bagi elite terhadap 
peranannya dalam masyarakat. Lebih lanjut lagi, C. Wright Mills22 
menyatakan bahwa untuk bisa memiliki kemasyhuran, kekayaan, dan 
kekuasaan, orang harus bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga besar, 
karena posisi kelembagaan yang didudukinya menentukan sebagian 
besar kesempatan-kesempatannya untuk memilki dan menguasai 
pengalaman-pengalamannya yang bernilai itu.  
Ketiga, sudut pandang kekuasaan. Bila kekuasaan politik 
didefinisikan dalam arti pengaruh atas kegiatan pemerintah, bisa diketahui 
elite mana yang memiliki kekuasaan dengan mempelajari proses 
pembuatan keputusan tertentu, terutama dengan memperhatikan siapa 
yang berhasil mengajukan inisiatif atau menentang  usul suatu keputusan. 
 
                                                             
21 Ibid 
22 Ibid Hal. 39 
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2.2. Pilihan Rasional Elite 
Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan 
atau apa yang menjadi sumber pilihan elite, yang penting adalah 
kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai 
dengan tingkatan pilihan elite.23 Tingkatan pilihan politik elite yaitu dengan 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas tujuan tersebut 
yang sesuai dengan tingkatan pilihannya yang tidak terlepas dari 
keterbatasan sumber. Dengan penjelasan lain, walaupun orang bertindak 
dalam pasar politik memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, tapi 
motif utama mereka adalah kepentingan pribadi (Firmansah; 2005). 
Pendapat Firmansah dalam memandang rasionalitas elite atas berbagai 
alternatif tindakannya bermakna bahwa walaupun banyak orang 
mendasarkan sejumlah tindakan mereka karena kepedulian mereka 
terhadap orang lain, tetapi motif dominan dalam tindakan orang di pasar 
baik mereka pengusaha, pekerja, maupun konsumen, adalah hanya 
karena kepedulian terhadap diri mereka sendiri.  
Unsur utama rasionalitas adalah kesesuaian antara tindakan 
seorang dengan kepentingannya. Pertimbangan utamanya adalah 
maksimal atau tidaknya pencapaian kepentingan politik tersebut melalui 
serangkaian tindakan terlepas apakah sesuai dengan norma atau nilai-
nilai tertentu.24  
                                                             
23 George Ritzer “Teori-Teori Sosiologi Modern Aliran-Aliran Utama” 2014 Hal 332. edisi ketujuh. 
24 Firmansah, Menyoal rasionalitas pemilih : antara orientasi ideologi dan ’policy problem-solving’ dalam jurnal 
usahawan No. 07 Th XXXIV Juli 2005. 
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Pentingnya pendekatan pilihan rasional dalam sebuah studi ilmu 
politik dikatakan lebih lanjut sebab pilihan rasional melihat rangkaian 
tindakan individu dalam politik dalam sebuah analisis penentuan pilihan 
yang didasarkan oleh pertimbangan paling rasional dari berbagai banyak 
pilihan alternatif yang ada. Rasionalitas tindakan elite meskipun hingga 
saat ini masih mengalami perdebatan yang  cukup panjang, bagaimana 
melihat tindakan elite dalam arena politik. Sementara itu kata ‘rasional’ 
sendiri adalah sebuah terminologi yang sangat sulit untuk dipahami baik 
teoritis maupun pada wilayah empiris, sebagaimana Weber mengupasnya 
dengan membedakan rasionalitas dalam arti nilai dan tujuan. Menurutnya 
rasionalitas nilai berorientasi pada aksi yag berdasarkan pada nilai atau 
norma, dimana seluruh kepentingan seorang elite berada pada proses 
nilai atau norma yang berlaku. Sedangkan rasionalitas tujuan merupakan 
orientasi aksi dan tindakan seorang individu atau kelompok yang berada 
pada tujuan akhir yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya murni 
secara personal. 
Pilihan rasional melihat tindakan elite berada pada pertimbangan-
pertimbangan yang paling rasional dengan kata lain paling 
menguntungkan bagi dirinya, dengan asumsi lain meskipun dalam arena 
politik terdapat kepentingan yang sama pada tataran kelompok akan tetapi 
tindakan elite di dalamnya memiliki kepentingan sendiri yang berbeda-
beda. Implikasinya adalah terciptanya kondisi dimana elite bertindak 
karena kepentingan peribadi dan tujuan politiknya dalam sebuah relasi 
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yang diciptakan olehnya. Dalam kerangka kehadiran elite pada sebuah 
relasi dengan massa adalah karena tujuan akhirnya yakni alasan dan 
pertimbangan politis untuk kepentingan pribadi mendapatkan kekuasaan 
bukan untuk kepentingan massa yang ada. 
Tindakan elite adalah mengoptimalkan efektifitas tercapainya 
kepentingan politik yang ia tuju, dengan tujuan-tujuan  khusus dalam 
mengarahkan sumber daya yang ia miliki. Elite bebas menentukan 
pilihannya berdasarkan keuntungan yang paling maksimal sehingga 
kalkkulasi elite tersebut berada pada tataran sifat pilihan kalkulatif. Relasi 
yang ia jalin berada pada kontrol kalkulasi atas optimalnya raihan 
keuntungan terhadap berbagai alternatif keputusan dengan atau tanpa 
terikat oleh kepentingan yang lainnya. Kecenderungan elite dalam suatu 
arena politik adalah setiap elite membangun kesepakatan agar tidak 
terjadinya konflik yang merusak.25 Atau dengan asumsi yang berbeda 
bahwa bila terdapat pertentangan yang terjadi dalam relasi tersebut maka 
akan terjadi dua kemungkinan, yang pertama adalah bertahan dengan 
pendiriannya dengan konsekuensi bersedia menerima kekalahan. Dengan 
penjelasan lebih lanjut bahwa kondisi ini jika sumber daya yang ada 
sifatnya terbatas dan pelaku yang ada jumlahnya banyak, sehingga 
terjadilah kompetisi, atau yang kedua, jika kepentingannya dapat 
dipertemukan menjadi kompromi dengan mengurangi tuntutannya 
terhadap sisi yang lain dengan mendapatkan keuntungan di sisi lain. 
                                                             
25 S.P. Varma, Teori Politik Modern, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 409. 
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Konsekuensi dari masing-masing alternatif yang ada melahirkan 
perhitungan secara rasional oleh elite sebelum menentukan tindakan yang 
mana akan ditempuh. Tindakan elite tersebut dipilih dari alternatif-
alternaitf yang paling memaksimalkan keuntungan dan kepentingan 
pribadinya. Namun murni sebagai strategi untuk mendapatkan akses 
terhadap kekuasaan sebagai motivasi dasar dari lahirnya sebuah relasi. 
Ruang kekuasaan memiliki dimensi yang komprehensif dan di dalamnya 
terdapat berbagai relasi kekuasan untuk mendapatkan kedudukan politik 
dan keseimbangan antara para pemilih dan elite politik.26 
2.3. Patron Klien 
Istilah patron berasal dari bahasa Latin “patrönus” atau “pater”, 
yang berarti ayah (father). Karenanya, ia adalah seorang yang 
memberikan perlindungan dan manfaat serta mendanai dan mendukung 
terhadap kegiatan beberapa orang. Sedangkan klien juga berasal dari 
istilah Latin “cliĕns” yang berarti pengikut.27 Literatur ilmu sosial 
memandang patron merupakan konsep hubungan strata sosial dan 
penguasaaan sumber ekonomi. Konsep patron selalu diikuti oleh konsep 
klien, tanpa konsep klien konsep patron tentu saja tidak ada. Karenanya, 
keduanya istilah tersebut membentuk suatu hubungan khusus yang 
disebut dengan istilah clientelism, konsep clientelism dipandang sebagai 
sebuah proses evolusioner yang menimbulkan kesadaran akan adanya 
                                                             
26 Richard harker, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes (editor) dalam (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik  
Pengantar Yang Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, 2009, Hal. xi 
27 Istilah patron-client pada Webster, Webster's New Twentieth Century Dictionary, edisi kedua (Oxford: Oxford 
University Press, 1975) dan Peter Davies (ed), The American Heritage Dictionary of The English Language 
(New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977). 
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ikatan kekeluargaan yang kuat yang mempu memberikan keamanan fisik, 
ekonomi, dan emosional.28 Istilah ini merujuk pada sebuah bentuk 
penganturan nilai sosial yang dicirikan oleh hubungan patron-klien, di 
mana patron yang berkuasa dan kaya memberikan pekerjaan, 
perlindungan, infrastruktur, dan berbagai manfaat lainnya kepada klien 
yang tidak berdaya dan miskin.29 Imbalannya, klien memberikan berbagai 
bentuk kesetiaan, pelayanan, dan bahkan dukungan politik kepada patron. 
Selain itu, konsep itu juga memunculkan kesadaran akan ketidaksamaan 
akses pada barang dan sumber. Hubungan khusus di sini dicirikan oleh 
suatu hubungan yang lebih bersifat personal dan vertikal, yakni hubungan 
hubungan pribadi yang bersifat superior-inferior.30 
Patron merupakan kelas yang memiliki kekuasaan politik dan 
ekonomi, sehingga ia dapat melakukan “eksploitasi” terhadap klien yang 
banyak menggunakan alat produksi yang dimiliki patron. Masih dalam 
konsepsi Marxian, patron akan mengeluarkan modalnya untuk dua hal, 
yaitu membeli alat-alat produksi dan sebagian lagi untuk membeli tenaga 
kerja (klien). Klien berada pada posisi inferior dalam hubungan ekonomi 
kecuali menjual tenaga kerja mereka.31 Hubungan patron-klien tersebut 
tidak saja terbatas pada eksploitasi tetapi sampai kepada tingkat 
ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan yang dimulai dari satu aspek 
                                                             
28Sumeeta Shyamsunder Chandavarkar, Patron-Client Ties and Maoist Rural China (Thesis MA pada 
Departmen of Political Science, University of Toronto, 1997). 
29 Karenanya, patron-klien adalah hubungan pertukaran sosial antara dua orang atau lebih yang berkembang 
ke arah hubungan pertukaran yang tidak seimbang, di mana patron mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
ketimbang klien. Kedudukan lebih tinggi (superior) ini disebabkan karena adanya kemampuan, status, dan 
kekuasaan lebih besar dari patron ketimbang klien. 
30 Mushtaq H. Khan, “Patron-Client Networks And The Economic Effects Of Corruption In Asia” European 
Journal of Development Research, Vol. 10 No. 1 (June 1998), hlm 15-39. 
31 Anthony Brewer, Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx (Jakarta: Teplok Press, 1999), hlm. 58. 
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sosial umumnya berkembang menjadi ketergantungan yang luas dan 
mencakup beberapa aspek kehidupan sosial lainnya.  
Konsep dari perspektif Marxian tersebut, hubungan patron-klien 
merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua pihak 
yang terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan yang 
hanya berlaku dalam konteks hubungan mereka. Dengan kata lain, kedua 
pihak memasuki hubungan patron-klien karena terdapat kepentingan 
(interest) yang bersifat khusus atau pribadi, bukan kepentingan yang 
bersifat umum.32 Persekutuan semacam itu dilakukan oleh dua pihak yang 
masing-masing memang merasa perlu untuk mempunyai sekutu (encon) 
yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan lebih tinggi (superior) 
atau lebih rendah (inferior) daripada dirinya. Persekutuan antara patron 
dan klien merupakan hubungan saling tergantung. Dalam kaitan ini, aspek 
ketergantungan yang cukup menarik  adalah sisi ketergantungan klien 
kepada patron. 
Ketergantungan semacam ini karena adanya hutang budi klien 
kepada patron yang muncul selama hubungan pertukaran berlangsung. 
Patron sebagai pihak yang memiliki kemampuan lebih besar dalam 
menguasai sumber daya ekonomi dan politik cenderung lebih banyak 
menawarkan satuan barang dan jasa kepada klien, sementara klien 
sendiri tidak selamanya mampu membalas satuan barang dan jasa 
                                                             
32 Carl H. Lande, “Group Politics and Diadic Politics: Notes for a Theory”, dalam Friends, Followers, and 
Factions, hlm. 508. Walaupun demikian, terdapat beberapa kasus di mana patron dan klien sama mengejar 
kepentingan umum, tetapi ini terjadi ketika pencapaia tujuan patron merupakan prasyarat bagi pencapaian 
tujuan klien.  
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tersebut secara seimbang. Ketidakmampuan klien di atas memunculkan 
rasa hutang budi klien kepada patron, yang pada gilirannya dapat 
melahirkan ketergantungan. Hubungan ketergantungan yang terjadi dalam 
salah satu aspek kehidupan sosial pada gilirannya dapat meluas ke 
aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. 
Kaitannya dengan komunitas petani di desa, Scott33 dan Popkin34, 
secara berbeda melihat hubungan patron klien. Bagi Scott, hubungan 
patron-klien bagi petani merupakan satu sistem jaminan kelangsungan 
hidup. Walaupun hubungan itu merupakan bentuk eksploitasi bagi petani, 
tetapi sangat diperlukan. Dalam hukum etika subsistensi, bagi petani di 
manapun hubungan patron-klien bagaikan penyambung ketika menjelang 
musim panen tiba. Persepsi Scott, tentu sangat berbeda dengan Popkin 
yang mencoba memahami petani melalui pendekatan ekonomi-politik 
dengan tidak membedakan sistem ekonomi petani dengan ekonomi pasar. 
Patron politik tidak hanya melalui hubungan ekonomi, tetapi juga 
melalui kepeimimpinan informal yang muncul karena ekonomi, keturunan, 
adat, agama ataupun pendidikan. Masyarakat di pedesaan bagi Scoot 
yaitu menyalurkan aspirasi politiknya kepada patronnya untuk 
memperjuangkan kepentingan politiknya. Melalui patron tersebutlah petani 
ikut serta mengambil keputusan politik. Patron politik pula tidak mungkin 
mengabaikan kepentingan masyarakat karena hal ini menyangkut status 
                                                             
33 James C. Scott, “Patron-Client Politics and political Change in Southeast Asia”, American Political Science 
Review, No. 66 (1972). Lihat juga Idem, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in 
Southeast Asia (New Haven: Yale University Press, 1983). 
34 Samuel L. Popkin, The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam (Illinois: FF. 
Peacock Publishers Inc., 1979). 
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kepentingan yang juga melekat kepada masyarakat. Status kepemimpinan 
informal akan hilang apabila keberpihakannya kepada masyarakat 
berkurang. Analisis hubungan patron-klien dalam politik lebih mudah 
menggunakan model Scott dengan mengubah unit analisis dari hubungan 
ekonomi ke hubungan politik. Scott menganalisis bahwa hubungan patron-
klien tidak dilihat merugikan petani, karena jaminan kebutuhan yang dapat 
dipenuhi dari patron dan patron memerlukannya untuk reproduksi dari 
hubungan yaiitu berupa kekuasaan dan reputasi sosialnya. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Legg juga mengemukakan 
Perbedaan (inequality), terutama power inequality (perbedaan 
kekuasaan), yang merupakan ciri utama dari patron-client relationship. Hal 
ini menurutnya merupakan konsekwensi dari adanya perbedaan status itu, 
kekayaan, dan pengaruh. Tanpa adanya inequality, hubungan dua 
orang/pihak itu akan lebih bersifat persahabatan, sehingga bukan 
merupakan hubungan patron-klien.35 Lebih lanjut Legg menambahkan 
bahwa ada 3 (tiga) syarat terbentuknya ikatan Patron-Klien yaitu : 
a. Para sekutu (partnerts) menguasai sumber-sumber yang tidak 
dapat diperbandingkan; 
b. Hubungan tersebut terjalin secara pribadi dan bersifat personal; 
c. Keputusan untuk mengadakan pertukaran didasarkan pada 
pengertian saling menguntungkan dan timbal balik (mutual benefit 
and reciprocity). (1983:29) 
                                                             




Hubungan ketergantungan klien kepada patron secara konseptual 
dapat terlihat dalam kehidupan buruh tani, karyawan suatu usaha dan 
juragan ataupun elite lokal di suatu wilayah tertentu. Buruh tani atau 
karyawan sebagai pihak yang mempunyai kedudukan lebih rendah 
(inferior), sehingga mau tidak mau harus terus bergantung kepada elite 
tersebut dalam rangka melakukan kegiatan kerjanya. Dalam usaha 
mengatasi keterbatasan menguasai sumber daya seperti modal atau 
biaya produksi, alat-alat produksi dan akses pasar yang banyak di 
antaranya menempuh dengan menjalin hubungan kerja dengan juragan 
atau elite.  
Hubungan kerja antara buruh dan juragan merupakan hubungan 
pertukaran ekonomi yang berlangsung menurut ketentuan- ketentuan 
yang disepakati bersama (atau terpaksa disepakati oleh pihak buruh). 
Kedua pihak yang terlibat dalam hubungan ini, mempunyai tujuan sama 
yaitu memperoleh keuntungan. Adanya motivasi untuk memperoleh 
keuntungan seperti itu, maka hubungan kerja dapat berlangsung lama. 
Hubungan yang berlangsung lama memungkinkan bagi buruh untuk 
memperoleh sumber daya bukan lagi atas dasar keuntungan hubungan 
ekonomi saja, melainkan juga perlahan-lahan melahirkan sebuah 
kepercayaan (trust). Hubungan patron-klien tampak dengan adanya 
ketergantungan buruh dan juragan, dapat menimbulkan kerugian selain 
keuntungan bagi buruh.  
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Hubungan yang tidak setara dijalin dalam hubungan patron-klien 
yang dilakukan buruh dapat ditelusuri dengan melihat keterikatan kepada 
juragan dalam memperoleh sumber daya, serta adanya pengorbanan 
waktu, tenaga untuk keperluan sosial atau politik kekuasaan elite lokal 
atau juragan. James Scott36 dalam analisisnya lebih dalam mengatakan 
bahwa arus patron ke klien pada umumnya terjadi melalui pengharapan 
ketika jaminan krisis mendera klien sehingga sangat dibutuhkan patron 
sebagai pemberi jaminan pada saat bencana ekonomi, membantu 
menghadapi keadaan sakit atau kecelakaan, atau membantu pada waktu 
panen kecil atau saat panen gagal. Jadi, patron sering menjamin “dasar” 
subsistensi bagi kliennya dengan menyerap kerugian-kerugian (dalam 
pertanian atau pendapatan) yang akan merusak kehidupan klien jika tidak 
dilakukan oleh patron.  
Scott lebih lanjut37 menggambarkan jasa patron secara kolektif 
dengan melihat sisi yang didapat oleh klien dari dalam dimana fungsi 
ekonomi itu digerakkan. Mereka patron ini kata Scott mengelola dan 
mensubsidi sumbangan dan keringanan, menyumbangkan tanah untuk 
kegunaan kolektif, mendukung sarana umum setempat (seperti sekolah, 
jalan kecil, bangunan masyarakat), menjadi tuan rumah bagi pejabat yang 
berkunjung, dan merespon festival, serta pelayanan desa. Hubungan 
ketergantungan dan legitimasi yang didapatkan patron dari klien berada 
pada dua pertanyaan penting. Pertanyaan tersebut bagi Scott menjadi 
                                                             
36 James Scott: Perlawanan Kaum Tani. Hal.9; 1993. 
37 Ibid, Hal 10 
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penting sebab persoalan kepatuhan berbeda dalam model analitik yaitu 
terdapat kepatuhan yang rela dan ada kepatuhan yang tidak rela dalam 
sistem patron klien, apakah hubungan ketergantungan dilihat oleh klien 
sebagai hubungan yang bersifat kolaboratif dan sah atau terutama 
eksploitatif. Dalam bukunya Scott menjawab bahwa kunci dari evaluasi 
bagi klien ialah perbandingan antara jasa yang diterimanya dari patron 
dibanding biaya yang harus ia kembalikan, maka makin besar 
kemungkinannya ia melihat ikatan ini sebagai sah.38 
Pada masyarakat kelas tani dan kelas bawahnya menurut analisis 
Scott tidak diharapkan dan tidak mengharapkan menjadi bagian dari 
public yang relevan secara politis, harapan yang tidak tertulis yang 
melestarikan batas-batas ini adalah bahwa ada jaminan subsitensi dan 
perlindungan minimum bagi kelas bawah yang tidak berperan serta oleh 
kelas elite yang politis. Pendapat Scott ini melihat bahwa patron sebagai 
pemeberi jaminan dan perlindungan bagi klien dalam hal ini masyarakat 
tani tidak mampu menempatkan diri pada posisi yang memiliki nilai pada 
aspek public. Dengan demikian Scott menyimpulkan bahwa pusat system 
pertukaran patron klien adalah pertukaran kepatuhan dan persetujuan 
oleh klien sebagai imbalan bagi pemberian hak sosial minimum oleh 
patron. Jika jaminan-jaminan ini terputus maka struktur perkecualian 
kehilangan unsur kunci dari legitimasinya.39 
                                                             
38 Ibid, Hal 11 
39 Ibid, Hal 14 
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Posisi tawar menawar relatif dari kedua belah pihak pada hubungan 
patron klien, dalam pemikiran Scottini, neraca pertukaran menentukan 
sejauh mana ukuran pertukaran yang berlaku, yang berarti bahwa hal ini 
mempertanyakan sejauh mana klien lebih membutuhkan si patron 
dibandingkan patron membutuhkan klien. Patron bagi Scott berada pada 
posisi yang lebih unggul jika ia mengendalikan barang dan jasa vital. 
Penegasan Scott mengenai gagasannya pada peningkatan 
ketergantungan terhadap patronasi juga disebabkan atas penguasaan 
terhadap tanah dan kebutuhan akan aksesnya. Gagasannya melihat dari 
dampak kekuatan pasar di suatu wilayah memicu pertumbuhan kelompok 
strata tuan tanah elite yang baru dimana kekuasaan mereka terletak pada 
kepemilikan atas sumber kehidupan. 
2.5. Kerangka Pemikiran 
Legitimasi kekuasaan di negara demokratis diberikan melalui 
sebuah pemilihan umum. Dalam mencapai legitimasi kekuasaan, proses 
yang dijalankan berbeda-beda dan variatif, dan salah satunya adalah 
individu atau kelompok yang dalam hal ini disebut sebagai elite lokal 
pesisir melakukan relasi kepada massa pemilih (petani rumput laut). 
Dengan demikian hal ini dari pendekatan teori pilihan rasional tak dapat 
dipungkiri bahwa relasi politik serta orientasi seorang elite berada pada 
pertimbangan untung rugi bagi kepentingan politik individu secara pribadi. 
Relasi politk itu juga seringkali dijumpai model relasi patron klien yang 
diperkuat dengan budaya paternalisitik. Pada kerangka pemikiran ini, 
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penulis mencoba memberikan  alur pemikiran dengan menggunakan 
model relasi elite dan massa. 
Elite local di wilayah pesisir dalam posisinya sebagai individu yang 
memiliki pengaruh dan kedudukan dengan demikian akan menentukan 
langkah strategis apa yang ia lakukan agar dapat terpilih dalam pemilihan 
umum. Individu yang siap bersaing dalam sebuah pemilihan politik akan 
mempertruhkan segenap potensi dan modal yang dimiliki dengan 
mempertimbangkan optimalnya keuntungan baginya yang diperoleh dari 
ruang sosial terjadinya interaksi. Hubungan ini antara elite lokla pesisir 
sebagai individu yang berkepentingan terhadap petani rumput laut dimana 
mereka dipandang oleh elite sebagai massa pemilih dengan potensi suara 
yang besar di wilayah pesisir. Hubungan ini dimplementasikan secara 
nyata dengan memanfaatkan pertukaran dari hubungan patron klien. 
Petani rumput laut sebagai warga negara memiliki hak politik untuk 
menyalurkan pilihannya dalam pemilihan umum, sebagai warga negara 
mereka juga memiliki kepentingan untuk diperhatikan menyangkut 
kesejahteraannya, dengan begitu elite pesisir ini dan petani rumput laut 
memiliki orientasi yang berbeda dalam politik, namun dalam persoalan 
ekonomi mereka memiliki kepentingan yang sama sehingga hal ini 
kemudian membentuk relasi politik yang dilakukan elite yang lebih 
dipengaruhi oleh faktor pilihan rasionalnya.  
Keinginan politik elite ini memanfaatkan faktor yang dapat 
mempengaruhi petani rumput laut untuk memilih dirinya dalam pemilu. 
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Dengan melihat hubungan tersebut dalam model patron klien maka hal ini 
semakin memudahkan proses penelitian dimana elite adalah patron bagi 
petani rumput laut dalam dimensi ekonomi. 
Dominasi sumber daya sebagai faktor pertama yang membentuk 
relasi politik antara elite lokal dan petani rumput laut yang berangkat pada 
kepemilikan modal yang kuat yakni tanah dan pemasaran serta akses 
pasar denga volume relatif besar. Dominasi sumber daya ini dalam hal 
penyediaan saluran pemasaran hasil panen rumput laut, kuantitas 
permintaan yang tinggi dan kebutuhan elit lokal.dengan demikian,kendali 
atas sumber daya lokal ini berada pada wilayah pengaruh oleh elite lokal 
kepada para petani rumput laut mengenai pendapatannya, biaya dan 
ketersediaan lapangan kerja. Sebagaimana penjelasan mengenai 
dominasi sumber daya tersebut menciptakan ketergantungan petani 
rumput  laut kepada peran elite yang bertindak sehingga dengan demikian 
ketergantungan jasa pemasaran dan jaminan pendapatan pada hubungan 
ini sebagai faktor selanjutnya yang semakin memudahkan proses 
penerimaan masyarakat petani rumput laut terhadap diri pribadi elite 
dalam ruang kontestasi politik legislatif. 
Relasi politik (tanda panah) dalam skema di bawah ini, 
menunjukkan adanya interaksi langsung antara elite lokal pesisir dan 
petani rumput laut, sementara tanda panah yang terputus-putus 
menunjukkan orientasi-orientasi relasional yang menjadi acuan pada 
kerangka pemikiran ini. Adapun faktor yang mempengaruhi hubungan ini 
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sebagaimana telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya yakni 
perhitungan keuntungan elite, dominasi sumber daya, ketergantungan 
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Bab ini membahas beberapa hal mengenai lokasi penelitian, dasar 
dan tipe penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 
analisis data. Kelima aspek tersebut akan di uraikan lebih lanjut dalam 
beberapa sub bab sebagai berikut. 
3.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kota Palopo tepatnya di 
kecamatan Wara Utara, penulis memilih lokasi tersebut dengan 
pertimbangan bahwa kecamatan Wara Utara merupakan daerah pesisir 
dengan jumlah penduduk yang besar, dan juga merupakan daerah 
pemilihan 1 Kota Palopo dimana elite lokal pesisir tersebut memiliki 
pengaruh. Pemilu legislatif lalu terdapat 10 calon legislatif incumbent dan 
97 calon legislatif baru yang memperebutkan 9 kursi dari berbagai partai 
peserta Pemilu.  
Lokasi peneliteian ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan 
kondisi selama peneliteian berlangsung. Mengenai pemindahan lokasi 
peneliteian, akan disesuaikan pada saat peneliteian ini berjalan.   
3.2.  Dasar dan Tipe Penelitian 
Dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis  dengan tipe penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diartikan 
sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku 
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yang didapati dari apa yang diamati. Dalam penelitian ini ada aktor, 
aktivitas, dan tempat yang memiliki interaksi keterkaitan yang perlu 
diperhatikan sehingga dengan pola kualitatif ini bisa digunakan untuk 
menjawab masalah yang ingin dipecahkan. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe 
bersifat deskriptif analisis. Deskripsi analisis adalah tipe penelitian yang 
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. 
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran 
mengenai relasi kekuasaan elite politik lokal dan petani rumput laut dan 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi relasi tersebut. 
Metodologi kualitatif untuk menghasilkan temuan atau kebenaran 
yang di dalam penelitian kualitatif disebut kebenaran “intersubjektif”, yakni 
kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja 
bersama-sama, seperti budaya dan sifat unik manusia, maka realitas 
kebenaran adalah sesuatu yang “dipersepsikan” oleh yang melihat bukan 
sekedar fakta yang bebas konteks dan interpretasi apapun. Kebenaran 
merupakan bangunan (konstruksi) yang disusun oleh penelitian dengan 
mencatat dan memahami apa yang terjadi dalam interaksi sosial 
kemasyarakatan.40 
3.3.  Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data yang sesuai dengan objek 
penelitian yakni elite dan serangkaian relasi politiknya sehingga diharap 
                                                             




memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian. Adapun 
sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau 
daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan 
observasi langsung. Peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk 
mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil 
wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Data primer dapat berupa data 
yang didapatkan dari elite lokal pesisir, calon legislator kota 2014, tokoh 
masyarakat pesisir dan petani rumput laut. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari 
dokumen penting,  buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan 
dengan relasi kekuasaan elite lokal dalam membangun relasi politik dan 
faktor yang mempengaruhi relasi tersebut. Data sekunder merupakan data 
yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data 
sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur yang menganalisis 
relasi politik elite lokal pesisir. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dimaksud yaitu wawancara 
mendalam dan arsip/ dokumen. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut 





Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu 
yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, 
dengan mengajukan model pertanyaan mendalam dan yang diwawancarai 
dapat memberikan jawaban yang tepat, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan.41 Dalam melakukan pengumpulan data dengan 
metode wawancara mendalam, pedoman wawancara (interview guide) 
sangat dibutuhkan agar proses wawancara tetap berada pada fokus 
penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-
pertanyaan berlanjut. 
Salah satu varian dari teknik wawancara adalah wawancara 
mendalam (indeep interview) yang merupakan proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 
bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara. Pedoman wawancara 
digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa 
yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah 
aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.  
Dengan pedoman tersebut  interviwer harus memikirkan bagaimana 
pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, 
sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat 
                                                             
41 Lexy J. Moleong, Metode Peneliteian Kualitatif,  Bandung,  2004,  hal. 186  
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wawancara berlangsung. Proses pengumpulan data dengan wawancara 
mendalam penulis membaginya menjadi dua tahap, yakni : 
1. Tahap Persiapan Penelitian  
Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun 
berdasarkan demensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan 
yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam 
wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada 
yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk 
mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah 
mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat 
perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk 
melakukan wawancara. 
Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman 
observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku 
subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting 
wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan 
langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi.  
Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera 
mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai. selanjutnya mencari 
subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Sebelum 
wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang 
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kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk 
diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut 
mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. 
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan 
tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. 
Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman 
berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti 
melakukan  analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-
langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab 
ini. Setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan 
yang dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian 
selanjutnya. 
3.4.2. Arsip dan Dokumen 
Arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang 
berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting 
dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis 
gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat 
memperkaya data yang dikumpulkan. Data-data ini didapat di berbagai 
sumber informasi seperti instansi terkait, perpustakaan dan berbagai 





3.5. Teknik Analisis Data 
 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode 
penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.42 
 Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan 
penjelasan mengenai relasi kekuasaan elite lokal pesisir dan petani 
rumput laut, dengan informasi yang di dapat berupa faktor yang membuat 
relasi itu terjadi dan mengapa petani rumput laut berafiliasi dalam sebuah 
relasi itu. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan 
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. 
Metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks 
tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Analisis 
data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah 
dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif 
dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian 
berlangsung. 
 Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan 
dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan 
merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa 
                                                             
42 Ibid. Hal.. 4 
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komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi.  
 Pada tahap reduksi data dilakukan proses pengumpulan data 
mentah, dengan menggunakan alat-alat yang perlu seperti rekaman 
audio/video, field note, serta observasi yang dilakukan penulis selama 
berada dilokasi peneliteian. Pada tahap ini sekaligus dilakukan proses 
penyeleksian, penyederhanaan, pemokusan, dan pengabstraksian data 
dari field note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung 
selama penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, 
pemusatan tema, dan menentukan batas-batas permasalahan. 
Reduksi data seperti ini diperlukan sebagai analisis yang akan 
menyeleksi, mempertegas, membuat fokus dan membuang hal yang tidak 
penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah 
kesimpulan.Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data hasil 
wawancara yang berupa rekaman audio/video, catatan lapangan, dan 
pengamatan lainnya, peneliti melakukan transkrip data untuk mengubah 
data hasil wawancara, catatan lapangan dalam bentuk tulisan yang lebih 
teratur dan sistematis. Setelah seluruh data sudah dirubah dalam bentuk 
tertulis, peneliti membaca seluruh data tersebut dan mencari hal-hal yang 
perlu dicatat untuk proses selanjutnya yakni pengkategorisasian data agar 




Sampai disini diperoleh kesimpulan sementara berdasarkan data-
data yang telah ada. Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan 
triangulasi yakni check and recheck antara satu sumber data dengan 
sumber data yang lainnya. Apakah sumber data yang satu sesuai dengan 
data yang lainnya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data. 
Selanjutnya, sajian data adalah suatu informasi yang 
memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat 
sajian data penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan 
memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun 
tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh 
dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis data secara 
mendalam terhadap data yang telah direduksi, dikategorisasi, dan check 
and recheck antara satu sumber data dengan sumber yang lainnya. Sajian 
data dapat meliputi deskriftif, matriks dan table. Sajian data yang baik dan 
jelas sistematikanya akan mudah memahami dan mengerti. 
Hasil pengumpulan data yang telah diperoleh peneliti menemukan 
berbagai hal-hal penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada 
saat mengolah data peneliti sudah mendapat kesimpulan sementara, 
kesimpulan sementara yang masih berdasarkan data akan dipahami dan 
dikomentari oleh penelitei yang pada akhirnya akan mendeskripsikan atau 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Guna lebih memahami kondisi faktual obyek pelelitian maka dalam 
bab ini dijelaskan mengenai karakterisitik Kota palopo sebagai lokasi 
penelitian khusunya kecamatan wara utara, kondisi politik dan pemilu 
sebelum dan setelah pemilihan umum legislatif berlangsung dan hasil 
pemilu legislatif DPRD kota Palopo 2014 serta aspek-aspek yang 
berkaitan dengan struktur sosial budaya, ekonomi, demografi dan politik. 
4.1. Kondisi Geografis dan Potensi Sumber Daya 
Kota palopo merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat 
daerah otonom di  tanah Luwu yang dimekarkan pada tahun 2002. Ide 
peningkatan status Kota Administratif Palopo menjadi daerah otonom , 
bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan 
status kala itu yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan 
peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo 
dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu No. 
135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status 
Kotip Palopo menjadi Kota Palopo; Keputusan DPRD Kabupaten Luwu 
No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan 
Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi. 
 Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA 
tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi 
Kota Palopo keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 
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tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo. Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi 
Kota Palopo, surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi 
Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi 
pula dibarengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan 
Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, lalu kemudian dilanjutkan oleh Forum 
Peduli Kota.  
Akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau 
kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan 
letak geografis Kotip Palopo yang berada pada jalur trans Sulawesi dan 
sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten 
sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan 
Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan 
di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana 
pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi 
pelabuhan laut, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi 
Daerah Otonom Kota Palopo . 
Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah 
perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditanda tanganinya 
prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan 
Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi 
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sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta 
letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten 
Luwu. 
Luas wilayah administrasi kota palopo adalah 247,52 Kilometer 
persegi dengan persentase wilayah sebessar 0,39% dari luas wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo secara admistrasi terbagi dalam 
sembilan kecamatan dan empat puluh delapan kelurahan.  
Topografi Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah  
dimana lima dari sembilan kecamatannya adalah pesisir. Untuk lebih 
jelasnya pada diagram 1.1 dapat dilihat bahwa persentase wilayah Kota 
Palopo merupakan dataran rendah sebesar 62,85% yang pada bagian 
timur merupakan daerah pantai yang membujur dari utara ke selatan 
dengan panjang pantainya kurang lebih 25 km. Kepadatan penduduk dan 
pusat dari akrifitas perekonomian masyarakat berada pada dataran 
rendah, hal ini disebabkan juga karena akses transportasi yang 
menghubungkan antar kabupaten berada pada wilayah tersebut. 
  









Persentase Ketinggian Wilayah Kota Palopo                                
dalam skala (meter dari permukaan laut)
0-500 mdpl 501-1000 mdpl >1000 mdpl
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 Potensi sumber daya yang dimiliki Kota Palopo dengan luas 24.752 
Ha diantaranya adalah berasal dari sektor pertanian, jasa, kehutanan, 
manufaktur, industri, perdagangan, pariwisata dan sektor perikanan serta 
kelautan. Dengan lahan sebesar 2.678,00 Ha (10,82 persen) adalah lahan 
sawah dan 22.074,00 Ha atau sebesar (89,18 persen) adalah lahan bukan 
sawah yang terbagi kedalam kategori bangunan dan pekarangan, kebun, 
lahan tambak, padang  rumput, hutan kota, serta lahan sementara tak 
diusahakan. 
 Potensi pangan yang ada berasal dari tanaman budidaya yang 
terdiri dari tanaman padi, sagu, jagung, umbi-umbian, dan kacang-
kacangan dengan persentase total produksi pada tahun 2013 tanaman 
padi sebesar  28.367 ton, 5.575 ton jagung, 2,13 ton kacang hijau, 223,85 
ton ubi kayu, dan 112,88 ton ubi jalar. Potensi lainnya juga berasal dari 
hasil perkebunan meskipun masih sering mengalami fluktuasi pada 
beberapa komoditinya seperti kopi arabika, cengkeh, cokelat, merica, 
aren, kelapa, sagu, kapuk dan pinang. 
 Sumber protein yang dimiliki oleh Kota Palopo berasal dari dua 
sektor yakni peternakan dan perikanan. Letak Kota Palopo yang 
berbatasan langsung dengan teluk bone memberikan kontribusi yang 
besar bagi roda perekonomian dan terpenuhinya kebutuhan protein 
masyarakat. Produksi ikan laut yang dihasilkan oleh kegiatan nelayan 
lokal mecapai kurang lebih 11.423,20 ton sedangkan perikanan darat 
1.651,70 ton. Selain produksi ikan untuk konsumsi, budidya perikanan 
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juga menghasilkan produksi benih ikan. Luas area yang digunakan seluas 
201,50 Ha untuk benih ikan dengan hasil 248.915 ribu ekor pada tahun 
2013. 
 Potensi paling besar  yang dimiliki oleh kota Palopo adalah 
perikanan dan kelautan yaitu budidaya rumput laut (seaweed), mengingat 
bahwa wilayah Kota Palopo didominasi oleh wilayah pesisir dan pantai. 
Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai luas area dan produksi rumput 
laut dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.1 Luas Areal, Produksi, Harga dan Nilai Produksi Rumput Laut Jenis 











(1) (3) (2) (4) (5) 
Wara Selatan 43 296 284 6000 259.776.000 
Sendana - - - - 
Wara - - - - 
Wara Timur 42 870 189 6000 257.220.000 
Mungkajang - - - - 
Wara Utara 21.434 95 6000 128.604.000 
Bara - - - - 
Telluwanua - - - - 
Wara Barat - - - - 
Jumlah//Total 107 600 567  645.600.000 
Tahun 2012 6 416 567  44 912 000 
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo 
Data diatas menunjukkan peningkatan nilai produksi rumput laut 
jenis Cattonii pada tahun 2013 jika nilai perbandingannya yang pada 
tahun 2012 hanya mencapai nilai produksi Rp.4,9 Miliar sehingga dengan 
kata lain pada tahun 2013 nilai produksi rumput laut jenis Cattonii 
mengalami surplus produksi. Angka produksi ini lebih lanjut disebabkan 
karena banyak nelayan ikut berinvestasi pada komoditi rumput laut jenis 
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Cattonii. Sebab jenis Cattonii ini bisa dibudidayakan di laut dengan 
menggunakan teknik jaring terapung. 
Tabel 4.2 Luas Areal, Produksi, Harga dan Nilai Produksi Rumput Laut Jenis 











(1) (2) (3) (4) (5) 
Wara Selatan 142 44 640 2000 89 280 000 
Sendana - - - - 
Wara - - - - 
Wara Timur 134 40 960 2000 81 920.000 
Mungkajang - - - - 
Wara Utara 102 31 558 2000 63 116 000 
Bara 364 64 225 2000 128 448 000 
Telluwanua 254 59 768 2000 119 536 000 
Wara Barat 142 44 640 2000 89 280 000 
Jumlah//Total 996 241 151  482 300 000 
Tahun 2012 996 24 799  66 957 300 
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo 
Dari tabel di atas, gambaran tentang potensi rumput laut yang ada 
di kota palopo terdapat dua jenis yang dibudidayakan, yaitu jenis Cattonii 
yang dibudidayakan di laut, sedangkan jenis Gracillaria di lahan tambak. 
Dari angka yang telah diolah oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota 
Palopo terdapat peningkatan angka dan nilai produksi dari tahun 2012 
hingga tahun 2013. Peningkatan tersebut menandakan bahwa potensi 
rumput laut ini sangatlah besar dan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi 
dan nilai keuntungannya dinilai oleh pemerintah sangatlah besar.  
4.2. Kondisi Demografi, Sosial dan Ekonomi 
 Sebagai daerah yang baru berumur lebih dari satu dekade dalam 
menyandang status Kota yang sama dengan Kota Makasaar dan Kota 
Pare-Pare di Sulawesi Selatan, namun Kota Palopo telah menunjukkan 
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perkembangan dalam hal jumlah penduduk relatif cukup besar dengan 
kondisi yang fluktuatif tiap tahunnya. Kondisi kependudukan atau 
demografinya, dan gambaran sosial serta ekonominya akan dijelaskan 
dalam beberapa sub poin sebagai berikut. 
 4.2.1. Penduduk dan Ketenagakerjaan 
Penduduk Kota Palopo pada akhir tahun 2013 tercatat sebanyak 
160.819 jiwa, lebih detail rasio perbandingan antara jumlah penduduk 
dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 78.509 jiwa sedangkan jenis 
kelamin perempuan sebesar 82.310 jiwa adalah 95,38, hal ini berarti 
bilamana tedapat 100 penduduk perempuan maka terdapat 95-96 
penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk pertahun rata-rata  2,88 
persen. Luas wilayah Kota Palopo 247,52 Km Persegi dengan  jumlah 
kepadatan penduduk Kota sebesar 650 jiwa perkilometer persegi yang 
tersebar di sembilan kecamatan.  
Sebaran penduduk pada masing-masing kecamatan berada pada 
tingkat yang tidak setara dari luas wilayahnya. Terdapat tren sebaran 
penduduk yang padat terdapat pada wilayah dengan ketinggian 0-500 
mdpl atau berada pada kategori dataran rendah sedang sebaran 
penduduk yang rendah berada pada dua kecamatan yakni Kecamatan 
Sendana dan Mungkajang dimana wilayahnya merupakan dataran tinggi. 
Untuk lebih jelasnya, tren sebaran dan kepadatan penduduk di tiap 













(1) (2) (3) (4) 
Wara Selatan 10,66 10.722 1.006 
Sendana 37,09 6.057 163 
Wara 11,49 34.401 2.994 
Wara Timur 12,08 34.226 2.833 
Mungkajang 53,8 7.357 137 
Wara Utara 10,58 20.614 1.948 
Bara 23,35 25.030 1.072 
Tellu Wanua 34,34 12.349 360 
Wara Barat 54,13 10.063 186 
Jumlah 247,52 160.819 650 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di 
Kecamatan Wara dengan 2.994 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan 
kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan 
Sendana yaitu 163 jiwa perkilometer persegi. Dengan tren sebaran 
penduduk yang tidak merata dan tingkat kepadatan di tiap kecamatan 
berbeda-beda sebagaimana tertera pada tabel sehingga dapat 
diasumsikan bahwa rata-rata angota rumah tangga pada keadaan akhir 
2013 sebesar 5 orang. Jika diamati menurut kelompok umur, terlihat 
bahwa dari 10.819 jiwa penduduk tercatat sekitar 32,35  persen \berada 
pada pada usia muda  (0-14 tahun) dan 4,09 persen berada pada 
kelompok usia (6 tahun ke atas) selebihnya sekitar 63,56 persen yang 
berada pada kelompok usia produktif (usia 17-64 tahun).                                                              
Angkatan kerja dideffinisikan sebagai penduduk yang telah bekerja 
atau sedang mencari kerja. Pada tahun 2013 tecatat jumlah kerja 
mencapai angka sebanyak 6.848 orang yang terdiri dari 2.767 laki-laki dan 
4.081 perempuan.  Bilamana diamati menurut waktu pendaftaran pencari 
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kerja dari 6.848 orang pencari kerja, diantaranya tercatat sebanyak 4.181 
orang adalah pencari kerja 2012 sisanya sebanyak 2.667 orang yang 
merupakan pencari kerja baru selama tahun 2013.  
Informasi pencari kerja yang telah ditempatkan dirinci menurut 
jenjang pendidikan yang ditamatkan dari 178 orang pencari kerja yang 
telah berhasil ditempatkan, tercatat sekitar 1,69 persen berpendidikan S1 
ke atas. 0,59 persen berlatar belakang pendidikan Sarjana Muda/D3, 
33,71 persen berpendidikan SLTA Kejuruan  & D1/D2. 64,04 persen 
berpendidikan SLTA Umum. Lebih terinci mengenai komposisi 
ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja di kota Palopo dapat dilihat 
pada tabel berikut. 





Sisa Pencari Kerja 2012 1 875 2 306 4 181 
Pencari Kerja Baru 2013 892 1 775 22 667 
Jumlah 2 767 4 081 6 848 
Penempatan 137 137 274 
Penghapusan  Pencari 
Kerja 
269 410 679 
Sisa Pencari Kerja Yang 
Belum Ditempatkan Akhir 
2013 
2 361 3 534 5 895 
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo 
4.2.2. Penduduk Berdasarkan Pendidikan  
Status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun keadaan 
akhir 2013 sebanyak 61.281 orang dari jumlah tersebut terdapat 236 
orang diantaranya yang tidak/belum sekolah. 23.126 orang yang berstatus 
sekolah dan yang tidak bersekolah lagi tercatat sebanyak 14.383 jika 
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diamati dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi 
yang ditamatkan sebanyak 108.804 orang dan masih terdapat 11.504 
orang yang tidak mempunyai ijazah. 23.532 memiliki ijazah  setara 
SD,19.536 orang yang memiliki ijazah setara SMP, 38.677 orang memiliki 
ijazah setara SMA , 3.407 orang memiliki ijazah Diploma dan selebihnya 
yaitu 11.848 orang yang memiliki ijasah Sarjana. 
Kemampuan baca tulis penduduk Kota Palopo sebanyak 105.152 
orang dapat membaca dan sisanya sebanyak 3.652 tidak dapat membaca 
dan menulis. Dari sisi jumlah sekolah di tingkat pendidikan dasar, jumlah 
SD Negeri maupun Swasta yang tersedia pada tahun ajaran 2013/2014 
berjumlah 76 yang masing –masing 64 Sekolah Dasar Negeri dan 12 
Sekolah Dasar Swasta. Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun 
Swasta sebanyak 20 sekolah dan untuk jumlah Sekolah Menengah Atas 
Negeri maupun Swasta sebanyak 13 sekolah sedangkan untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan sebanyak 19 sekolah. 
Selain dari jumlah fasilitas yang telah dikemukakan diatas juga 
terdapat Madarsah Ibtidayyah (MI) sebanyak 4 unit sekolah, Madrasah 
Tsanawiyah (Mts) sebanyak 7 unit sekolah dan terdapat pula Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) yakni 1 unit sekolah. Pendidikan tinggi yang terdapat 
di Kota Palopo yaitu untuk Universitas pada tahun ajaran 2013/2014 yang 
mana jumlahnya cukup memadai yaitu 9 Universitas/Perguruan Tinggi dan 




 4.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Strategi Bertahan Hidup 
Tingkat kemajuan daerah secara umum dapat diukur melalui 
pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun. Namun yang terpenting 
dari itu menurut para pengamat ekonomi adalah bagaimana masyarakat 
yang berada di daerah tersebut dapat memperoleh akses dan menikmati 
pertumbuhan ekonomi bukan hanya didominasi oleh segelintir golongan 
dan kelompok saja. Perekonomian masyarakat Kota Palopo sebagian 
besar digerakkan pada sektor perdagangan dan jasa, selebihnya berada 
pada wilayah pesisir seperti perikan dan kelautan. meskipun sektor 
pertanian, perkebunan juga pariwisata juga memberikan kontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.  
Mengenai pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk 
Domestik Regional Bruto yang tak lain merupakan nilai tambah dari bruto 
seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah atau 
dalam daerah itu sendiri yang timbul dari aktivitas ekonomi dalam suatu 
periode tertentu tanpa memerhatikan faktor produksi yang dimiliki oleh 
residen atau non-residen. Sehingga PDRB bisa digunakan sebagai 
indikator pertumubuhan ekonomi suatu wilayah yang ditentukan oleh 
kegiatan investasi dan perputaran sejumlah modal dan barang serta jasa 
yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. 
Beberapa tahun terkahir, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo terus 
menguat. Jika pada tahun 2011 menjadi 8,16 persen. Maka pada tahun 
2012 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo kembali naik 8,68 persen. 
55 
 
Menguatnya kembali pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan menguatnya 
aktivitas di beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap 
kenaikan dan ketersediaan barang dan jasa, sektor ini antara lain adalah 
listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, transportasi komunikasi; 
sektor keuangan, persewaan, dan juga datang dari sektor perikanan dan 
kelautan yakni ekspor komoditi rumput laut ke luar negeri serta pariwisata 
dan perhotelan. 
Struktur perekonomian yang ada di Kota Palopo menempatkan 
dominasi pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan yang 
memberikan kontribusi yang besar selain itu juga berasal dari perhotelan, 
restoran dan pariwisata dimana persentasenya mencapai 22,85, 
sedangkan untuk sektor jasa menyumbang dengan persentase 19,64 
persen sedangkan kontribusi dari sektor pertanian hanya menempati 
urutan ketiga dalam struktur ekonomi kota palopo. 
 Penulis ingin menyoroti persoalan ekonomi dari sektor perikanan 
dan kelautan yang merupakan sektor yang digerakkan oleh masyarakat 
pesisir kota Palopo. Bertahannya sektor perikanan sebagai sumber mata 
pencaharian penduduk khusunya yang berada pada wilayah pesisir tidak 
terlepas daripada pengaruh kondisi geografis yang pada bagian awal dari 
bab ini telah dijelaskan, bahwa duapertiga dari daerahnya merupakan 
dataran rendah dan pesisir  
 Masyarakat pesisir kota Palopo memiliki budaya konsumtif yang 
tinggi, apabila mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya mereka tidak 
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pikir panjang untuk menghabiskan uang mereka untuk membeli barang-
barang konsumtif. Meskipun begitu mereka mengetahui bahwa tidak 
sepanjang tahun mereka mendapatkan keuntungan yang sama, terkadang 
jika musim penghujan, baik nelayan maupun petani rumput laut 
mengalami kerugian yang besar. Rendahnya kesadaran mereka untuk 
menabung atau membelanjakan uang mereka untuk kegiatan prduktif 
menjadikan masyarakat pesisir ini rentan terhadap kemisikinan.  
Pola konsumsi mereka jelas terlihat dipengaruhi oleh hasrat belanja 
mereka yang besar ketika musim panen. Mereka membelanjakan uangnya 
untuk membeli berbagai barang-barang habis pakai, seperti motor, alat 
ekotronik perlengkapan rumah dan sebagainya. Ketika musim paceklik 
tiba dan hasil panen yang didapatkan mengalami penurunan maka untuk 
menyiasati hal ini dan untuk tetap bisa bertahan dari desakan ekonomi 
maka mereka tak pikir panjang lagi untuk menjual seluruh barang 
konsumsi yang mereka beli, olehnya itu persoalan ekonomi mereka lalui 
stagnan dan berjalan ditempat karena itu juga investasi keuangan yang 
mereka lakukan tidak mumpuni untuk beralih ke usaha mereka baik untuk 
biaya produksi maupun pemasaran hasil produk mereka sendiri.  
Kesadaran untuk menabung dan investasi jangka panjang yang 
dimiliki oleh sabagian besar masyarakat pesisir ini pada dasarnya masih 
kurang sehingga masih sangat bergantung kepada bantuan berupa 
subsidi pemerintah, swasta dan orang per orangan. Kondisi ini memaksa 
mereka untuk tetap bertahan dengan jalan bekerja paruh waktu, 
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meminjam sejumlah modal seperti di lembaga penyedia modal usaha 
dengan bunga pinjaman tertentu atau orang perorangan yang kuat secara 
permodalan yang tiap saat membayangi ekonomi rumah tangga mereka. 
Selain itu faktor mahalnya biaya produksi yang dibutuhkan untuk usaha 
perikanan kelautan seperti rumput laut ini juga turut andil memaksa 
mereka untuk terus bergantung kepada pinjaman keuangan. 
 Permasalahan ini tidaklah sedikit yang mengalami, jumlah rumah 
tangga yang menggantungkan hidup di wilayah pesisir ini menurut data 
dari badan pusat statistik Kota Palopo sedikitnya 2.521 rumah tangga 
pada tahun 2013 dengan rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 5 
orang. Jumlah ini adalah mereka  yang menggantungkan hidup dengan 
memilih pekerjaan baik sebagai nelayan maupun pembudidaya perikanan 
seperti petani rumput laut, penambak ikan bandeng dan udang. Selain itu, 
persoalan harga dari komoditi  produksi seperti rumput laut mengalami 
fluktuasi harga yang tak dapat diprediksi oleh petani. Rentanya petani 
terhadap ketidakseimbangan pasar yang kurang memihak mereka, akses 
permodalan yang sangat sulit dirasakan, ketersediaan stok bibit dan 
pupuk juga adalah penyebab yang paling nyata bagi mereka sehingga 






Untuk lebih jelasnya menegenai jumlah rumah tangga perikanan 
dan pembudidaya perikanan dapat dilihat pada tabel berikut. 










Wara Selatan 269 52 321 
Sendana 59 - 59 
Wara - - - 
Wara Timur 442 300 742 
Mungkajang 60 - 60 
Wara Utara 104 175 279 
Bara 270 118 388 
Telluwanua 371 45 416 
Wara Barat 256 - 256 
Jumlah 1.831 690 2 521 
Tahun 2012 1.831 711 2 542 
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo 
Masalah kelangsungan hidup manusia menjadi fokus penting dan 
hangat di berbagai negara maju maupun di negara-negara dunia ketiga. 
Seperti Indonesia sesudah perang dunia II berbagai program dirancang 
dan diarahkan untuk memberi kesempatan kepada semua umat manusia 
agar dapat hidup lebih layak. Dalam kehidupan manusia pada belahan 
dunia manapun senantiasa tidak terlepas dari mata pencaharian hidup, 
baik masyarakat sederhana, pedesaan maupun masyarakat perkotaan 
yang umumnya bereaksi relatif sama terhadap rangsangan-rangsangan 
ekonomi. Sehubungan dengan pekerjaan diatas begitu penting sebagai 
bagian tuntutan kebutuhan hidup. George Corner (DC Contes dan Sharnir 
1980:182) mengatakan bahwa: strategi-strategi kelangsungan hidup 
berputar sekitar akses sumber daya dan pekerjaan. Dalam perebutan ini, 
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kelompok-kelompok miskin bersaing bukan hanya dengan yang kaya, 
akan tetapi diantara mereka sendiri. 
Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya bukan hanya agar 
terpenuhinya kebutuhan biologis, tetapi juga memerlukan pemenuhan 
akan kebutuhan sosiologis dan psikologis. Kebutuhan sosiologis yaitu 
manusia selalu berusaha untuk bertahan dengan manusia yang lainnya. 
Baik dalam masyarakat kecil (keluarga) maupun dalam masyarakat yang 
lebih luas, naluri untuk saling berhubungan adalah terwujud pada kegiatan 
sehari-hari dimana manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya 
untuk segala keperluan. Manusia bukan hanya sebagai makhluk individual 
tetapi juga sebagai makhluk sosial yang berarti manusia harus hidup 
dengan sesamanya. Sedangkan kebutuhan psikologis setiap orang adalah 
mulai dari masa kecil hingga masa tua yakni memerlukan keluarga dan 
lingkungan sekitarnya. 
4.3. Kondisi Politik dan Pemilihan Umum 
 Gambaran mengenai kondisi politik dan Pemilu Kota Palopo hingga 
menjelang dan berakhirnya pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 tanggal 9 
April tidak lepas dari pertalian pengaruh dan dinamika serta kondisi politik 
nasional pada saat itu.  
Pada 9 April 2014 telah dilangsungkan Pemilu untuk memilih para 
anggota dewan perwakilan rakyat tingkat nasional dan anggota dewan 
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perwakilan rakyat tingkat daerah untuk 33 provinsi43 dan 497 
kabupaten/kota. Kerangka hukum pemilu legislatif yang mengatur 
perwakilan demokratis merupakan hal yang rumit dan menyangkut 
beberapa undang-undang. Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-
Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 27 
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Selain Undang-Undang yang menjadi kerangka hukum 
pelaksanaan pemilu legislatif 2014, di dalam pelaksanaan pemilu legislatif 
2014 ini juga terdapat peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaannya 
seperti Peraturan KPU, BAWASLU  yang dimana memuat tata 
pelaksanaan dari persiapan hingga penyelasaian sengketa pemilu itu 
sendiri. 
Dinamika politik lokal yang terjadi di Kota Palopo pada saat 
menjelang pemilu 2014 pun turut  mewarnai dinamika partai peserta 
pemilu di tingkat Nasional. Gambaran mengenai kondisi politik dan pemilu 
di Kota Palopo seperti partai politik peserta pemilu, calon legislatif yang 
dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu di masing-masing partainya  
                                                             
43 Pada bulan Maret 2013, Pemerintah secara resmi mengumumkan dibentuknya Kalimantan Utara sebagai 
provinsi ke-34. Kendati demikian, pemetaan daerah pemilihan yang lama, berdasarkan 33 provinsi, akan 
tetap digunakan dalam Pemilu 2014. Perwakilan Kalimantan Utara di DPD dan DPR akan dipilih dalam 
Pemilu 2019; sementara anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Kalimantan Utara akan ditentukan 
dari hasil Pemilu 2014. Perwakilan provinsi asal, yakni Kalimantan Timur, akan meneruskan tugasnya 
mewakilkan kepentingan Kalimantan Utara hingga Pemilu 2019. Sumber : rumahpemilu.org 
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pada pemilu 2014 yang bersaing untuk mengisi kursi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Palopo khusus untuk Daerah pemiihan 1, serta  
gambaran mengenai pembagian daerah pemilihan dan Hasil Pemilu di 
dapil 1 akan dipaparkan lebih lanjut pada beberapa poin sebagai berikut.  
 4.3.1.   Partai Politik 
 Indonesia menggunakan sistem multi-partai. Menurut catatan 
Kementrian Hukum dan Hak Azasi, terdapat 73 partai politik yang terdaftar 
secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang syarat 
berdirinya sebuah Partai Politik. UU 8/2012 mewajibkan masing-masing 
partai politik untuk mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi yang 
dilaksanakan oleh KPU untuk mengikuti sebuah Pemilu. Pada Pemilu 
2009, terdapat 38 partai politik nasional dan enam partai politik Aceh yang 
bersaing hanya untuk daerah Aceh. Sembilan partai politik mendapatkan 
kursi di DPR. Setelah Pemilu 2009, sembilan partai politik ini merevisi 
Undang-Undang Pemilu Legislatif dan menetapkan syarat serta batas 
yang relatif rumit dan jauh lebih tinggi untuk mendaftarkan, berpartisipasi, 
dan memenangkan pemilihan umum. Batas-batas ini, sangat tinggi 
bahkan kalau diukur menggunakan standar internasional, termasuk aturan 
bahwa partai politik harus memiliki kantor cabang (yang sifatnya 
permanen) di 33 provinsi, kantor cabang (yang sifatnya permanen) di 
setidaknya 75 persen kabupaten/kota tiap provinsi, dan kantor cabang 




Untuk Pemilu 2014, 46 (empat puluh enam) partai politik 
mendaftarkan diri, namun hanya 12 (dua belas) partai politik nasional dan 
3 (tiga) partai politik lokal (hanya bersaing melawan parpol nasional di 
Provinsi Aceh) yang sukses melewati proses pendaftaran dan 
mendapatkan tempat di surat suara. Berikut adalah dua belas partai 
tersebut berdasarkan nomor urut beserta informasi mengenai jumlah 
suara yang diperoleh pada Pemilu 2009 dan 2014 lebih jelasnya disajikan 
dalam Tabel 1.6 sebagai berikut.  
Tabel 4.6    Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 
No. 
Urut 






2009 2014 2009 2014 
1 Partai Nasional Demokrat (P.NASDEM)44 - 6,72% - 35 Kursi 
2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) 4,95% 9,04% 27 Kursi 47 Kursi 
3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7,89% 6,79% 57 Kursi 40 Kursi 
4 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDI-P) 
14,01% 18,95% 95 Kursi 109 Kursi 
5 Partai Golongan Karya (GOLKAR) 14,45% 14,75% 107 Kursi 91 Kursi 
6 
Partai Gerakan Indonesia Raya 
(GERINDRA) 
4,46% 11,81% 26 Kursi 73 Kursi 
7 Partai Demokrat (PD)45 20,81% 10,19% 150 Kursi 61 Kursi 
8 Partai Amanat Nasional (PAN) 6,03% 7,59% 43 Kursi 49 Kursi 
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5,33% 6,53% 33 Kursi 39 Kursi 
10 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 3,77% 5,26% 18 Kursi 16 Kursi 
11 Partai Damai Aceh (PDA)46 -- -- -- -- 
12 Partai Nasional Aceh (PNA)47 -- -- -- -- 
13 
Partai Aceh  












































Sumber : pemilu2014.kpu.go.id & rumahpemilu.org 
                                                             
44 Partai Nasional Demokrat merupakan Partai Politik baru yang lolos menjadi peserta dan pesaing pada 
Pemilu 2014 yang dibentuk oleh tokoh politik bernama Surya Paloh pada tanggal 26 Juli 2011. 
45 Partai pemenang Pemilu 2009 dibawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden 
Republik Indonesi ke-6. 
46 Partai Politik baru, Hanya bersaing di Aceh. 
47 Partai Politik baru, Hanya bersaing di Aceh. 
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Gambaran mengenai Partai Politik peserta pemilu 2014 ini dengan 
komposisi perolehan suara hasil pemilu legislatif 2009 sebagai 
perbandingan menunjukkan kehadiran partai baru yang bersaing di pemilu 
2014 dengan demikian partai politik inilah yang juga akan mengisi kursi di 
DPRD II kota palopo. Adapun gambaran mengenai partai yang mengisi 
kursi di DPRD Kota Palopo sebagai hasil dari pemilu 2014  serta sebagai 
perbandingan akan disajikan juga data mengenai komposisi partai-partai 
politik yang mengisi kursi DPRD Kota Palopo hasil pemilu 2009 , untuk 
lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut. 
Tabel 4.7   Komposisi Partai Politik di DPRD Kota Palopo 
Nama Partai 
Jumlah Kursi 
Pemilu 2009 Pemilu 2014 
Partai Golongan Karya 5 4 
Partai Hati Nurani Rakyat 2 2 
Partai Demokrasi Pembaruan* 2 - 
Partai Demokrasi Kebangsaan* 2 - 
Partai Nasional Benteng Kerakyatan 
Indonesia* 
1 - 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 3 
Partai Demokrat 2 3 
Partai Syarikat Indonesia* 1 - 
Partai Penegak Demokrasi Indonesia* 1 - 
Partai Bintang Reformasi* 1 - 
Partai Persatuan Pembangunan 1 1 
Partai Karya Peduli Bangsa* 1 - 
Partai Kedaulatan 1 - 
Partai Amanat Nasional 2 2 
Partai Kebangkitan Bangsa 1 3 
Partai Nasional Demokrat*** - 2 
Partai Gerakan Indonesia Raya** - 3 
Partai Keadilan Sejahtera** - 1 
Partai Bulan Bintang** - 1 
Total Kursi 25 25 
 
*    Partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014 
** Partai yang tidak meloloskan calegnya pada 2009 
***  Partai Politik Baru yang lolos menjadi peserta pemilu 2014 




Tabel di atas didapati bahwa kemenangan Parpol lama yakni Partai 
Golongan Karya masih mendominasi wajah politik Kota Palopo, dari 
pemilu 2009 sampai pada 2014. Partai Golkar berhasil mempertahankan 
dominasinya, persentase suara yang begitu dominan akibat dari 
banyaknya sebaran penduduk yang mendukung partai Golkar di tiap 
kecamatan pada tiap daerah pemilihan semakin memperkuat 
dominasinya, meskipun begitu wajah dari Partai baru juga mendapatkan 
tempat di hati masyarakat Palopo. Dengan demikian jatah kursi dapat 
diamankan di parlemen kota seperti Partai Gerakan Indonesi Raya 
memenangkan suara terbanyak ke dua, dimana Partai Gerindra unggul di 
tiap dapil kota Palopo yang dimana sebelumnya tidak mendapat satupun 
kursi pada pemilu 2009 yang lalu.  
 4.3.2.   Calon Legislatif dan Daerah Pemilihan 
Bursa pencalonan legislator di Kota Palopo untuk pemilihan umum 
2014 dibuka oleh Partai Politik peserta pemilu sesuai dengan keputusan 
agenda pemilu dari Komisi Pemilihan Umum. Masing-masing partai 
peserta pemilu menjaring para calon legislator dengan terbuka dan 
transparan, sesuai dengan pertimbangan internal masing-masing partai, 
namun dengan tetap melihat potensi suara yang dapat diberikan oleh 
bakal calon legislatif kepada partainya. Daftar calon legislatif yang 
bersaing pada daerah pemilihan 1 sebagai lokasi penelitian memiliki 
jumlah relatif banyak. Tiap partai peserta pemilu yang berjumlah 12 Partai 
memiliki masing-masing terdapat 9 nama calon legislatif. Hal ini sesuai 
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dengan proporsi kuota kursi yang ditentukan oleh KPUD kota Palopo yang 
berdasar pada jumlah penduduk dan bilangan pembaginya.  
Kota palopo dengan jumlah penduduk sebesar 175.313 Jiwa 
memiliki Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) yakni 7012 Jiwa, sehingga 
dengan demikian proporsi kuota kursi untuk DPRD Kota Palopo sebesar 
25 Kursi yang terbagi dalam tiga Daerah Pemilihan. Sebagai gambaran 
lokasi penelitian yakni, Daerah pemilihan 1 Kota Palopo terdapat 3 
Kecamatan, yakni Kecamatan Wara Utara, Bara, dan Telluwanua dengan 
jumlah DPT Sebesar 43314.48 Sehingga proporsi kuota kursi untuk dapil 1 
kota palopo adalah 9 (sembilan) kursi yang diperebutkan oleh 12 partai 
Peserta Pemilu. Untuk lebih jelas mengenai pembagian Daerah Pemilihan 
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Gambar 4.2                      
Sumber : palopokota.kpu.go.id 
 




Peta pembagian Daerah Pemilihan yang disingkat Dapil di atas 
dapat dilihat bahwa Kota Palopo terbagi menjadi tiga Daerah Pemilihan 
untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Palopo. Dimulai dari Daerah 
Pemilihan 3 yang dimana terdapat tiga Kecamatan, yakni Kecamatan 
Wara Barat yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran tinggi dan 
pegunungan yang berbatas langsung dengan Kabupaten Toraja Utara, 
Kecamatan Mungkajang yang juga dataran tinggi dan Kecamatan Wara. 
Daerah Pemilihan 2 juga terdapat 3 Kecamatan yaitu Kecamatan 
Sendana, Wara Selatan dan Kecamatan Wara Timur. Khusus untuk 
Lokasi dalam penelitian ini yaitu Daerah Pemilihan 1, yang ditunjukkan 
dalam Peta Dapil berwarna merah muda. Di daerah Pemilihan 1 terdapat 
juga tiga kecamatan yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh 
wilayah pesisir dan kepadatan penduduk juga lebih besar di wilayah 
pesisir tersebut. Komposisi Dapil 1 tersebut yakni Kecamatan Wara Utara 
sebagai lokasi penelitian, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua. 
4.3.3. Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 
Poin ini akan disajikan gambaran mengenai hasil pemilihan umum 
calon legislatif Kota Palopo 2014, Jumlah Daftar Pemilih tetap dan Daftar 
Pemilih tambahan dan khusus dan beberapa informasi penting yang 
menjadi pokok perhatian penelitian. Berikut informasi mengenai pemilih 
yang berpartisipasi, khusus untuk daerah pemilihan 1 kota Palopo dapat 




Tabel 4.8  Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PEMILU Legislati 2014 Daerah 
Pemilihan 1 Kota Palopo. 
 No. Uraian Rincian Perolehan Suara 
I. 
Data Pemilih dan Pengguna 






1 2 3 4 5 6 7 
A. Data Pemilih  
1. 
Jumlah pemilih terdaftar 
dalam Daftar Pemilih 
Tetap (DPT) 
LK 9027 4886 6652 20565 
PR 9608 4741 7024 21373 
JML 18635 9627 13676 41938 
2. 
Jumlah pemilih Terdaftar 
dalam Daftar Pemilih 
Tambahan (DPTb) 
LK 175 3 28 206 
PR 43 2 49 94 
JML 218 5 77 300 
3. 
Pemilih Terdaftar dalam 
daftar Pemilih Khusus 
(DPK) 
LK 49 11 64 124 
PR 38 14 101 153 
JML 87 25 165 277 
4. 
 Pemilih Khusus 
Tambahan 
(DPKTb)/pengguna KTP 
dan KK/nama sejenis 
lainnya 
LK 162 71 140 373 
PR 180 79 167 426 




LK 9413 4971 6884 21268 
PR 9869 4836 7341 22046 
JML 19282 9807 14225 43314 
B. Pengguna Hak Pilih  
1. 
Pengguna hak pilih 
dalam DPT 
LK 6429 3445 5089 14963 
PR 7233 3718 5612 16563 
JML 13662 7163 10701 31526 
2. 
 Pengguna hak pilih 
dalam Daftar Pemilih 
Tambahan(DPTb)/Pemilih 
dari TPS lain 
LK 175 3 26 204 
PR 43 1 49 93 
JML 218 4 75 297 
3. 
Pengguna hak pilih 
dalam Daftar Pemilih 
Khusus (DPK) 
LK 24 6 39 69 
PR 26 13 46 85 
JML 50 19 85 154 
4. 
 Pengguna hak pilih 
dalam Daftar Pemilih 
Khusus Tambahan 
(DPKTb)/pengguna KTP 
dan KK/Nama sejenis 
lainnya 
LK 162 69 140 371 
PR 180 79 167 426 
JML 342 148 307 797 
5. 
Jumlah seluruh 
pengguna Hak Pilih 
(1+2+3+4) 
LK 6790 3523 5294 15607 
PR 7482 3811 5874 17167 
JML 14272 7334 11168 32774 
Sumber : pemilu2014.kpu.go.id 
 
 Hasil pemilihan umum DPRD kota palopo pada dapil 1  dengan 
jumlah calon sebanyak 107 orang calon dari 12 Partai Politik yang rata-
rata 9 calon di tiap partai politik. Pada penelitian ini penulis mengambil 
calon legislatif dari partai Gerakan Indonesia Raya dengan pertimbangan 
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bahwa elite lokal pesisr bersaing di partai ini, dimana di dalam internal 
Partai Gerindra pada pemilihan lalu menunjukkan selisih jumlah suara 
yang sangat tipis antar para calon legislator, diantaranya yakni Calon 
Legislator dengan nomor urut 1, 2 dan 9. Untuk calon legislator nomor urut 
1 dengan nama Rudy Sukarny yang juga incumbent dengan perolehan 
suara sebanyak 1.141, untuk nomor urut 2 atas nama Hj. Hasriani sebagai 
pendulang suara terbanyak di internal  Partai Gerindra yakni 1.388 dimana 
Hj. Hasriani adalah salah satu elite lokal di wilayah pesisir bersama 
suaminya Opu Ishak Dg Maroa, sedangkan untuk suara terbanyak kedua 
diperoleh oleh Arisyanto Sarapang dengan perolehan suara sebesar 
1.205, dengan demikian selisih suara antara keduanya sangatlah sedikit 
yakni 183 suara. Pada tabel berikut akan digambarkan perolehan masing-
masing calon legislator dari partai Gerindra di Daerah Pemilihan 1 Kota 
Palopo. 
Tabel 4.9 Jumlah Perolehan Suara  Calon Legislator Partai Gerakan Indonesia 






 Akhir Bara Telluwanua 
Wara 
Utara 
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 64 47 42 153 
1 187177 Rudy Sukarny, S.E 695 277 169 1141 
2 187178 Hj. Hasriani, S.H 468 160 760 1388 
3 187179 Saulius Paranta 66 121 73 260 
4 187180 Karta Negara Salam, S.E 10 5 5 20 
5 187181 Rahmi Indrawaty Ratna  60 8 21 89 
6 187182 Yusuf Tang 18 22 158 198 
7 187183 Raden Bagus J Joko MB 375 52 1 428 
8 187184 Andi Tenri 2 3 2 7 
9 187185 Arisyanto Sarapang 148 1005 52 1205 
Total Suara Partai dan Caleg 1906 1700 1283 4889 
Sumber :pemilu2014.kpu.go.id49 
                                                             




Dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada kecamatan Wara utara 
dimana basis kemenangan dari Hj. Hasriani sebagai pemenang suara 
terbanyak di partai Gerindra. Dari tiga kecamatan yang menjadi daerah 
dari Dapil 1, kecamatan Wara Utaralah yang memberikan suara paling 
besar kepada elite lokal pesisir ini. Partai Gerindra sebagai partai 
pemenang ke dua setelah Partai Golkar di Pemilu Legislatif 2014. 
Meskipun Partai Gerindra pada pemilu 2009 kemarin tidak mendapatkan 
satu kursi di DPRD Kota Palopo,  namun akhirnya membuahkan hasil 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian berupa dokumentasi 
wawancara yang dianggap relevan kemudian dianalisis dan disajikan 
secara deskriptif. Wawancara secara mendalam dilakukan kepada 
informan di antaranya elite lokal pesisir, tokoh masyarakat dan petani 
rumput laut baik pemilik lahan maupun petani penggarap/buruh gudang. 
Data wawancara kemudian disajikan melalui metode penyajian data 
berupa gambaran tentang keberadaan elite lokal di wilayah pesisir. 
Selanjutnya adalah mendeskripsikan bentuk relasi kekuasaan yang terjadi 
antar elite dan petani rumput laut dan terkahir adalah faktor – faktor yang 
mempengaruhi relasi tersebut untuk menjawab alasan petani rumput laut 
tersebut masuk dalam sebuah relasi dengan elite lokal. 
5.1.    Bentuk Hubungan Elite Lokal Pesisir dan Petani Rumput Laut 
Keberadaan elite lokal di suatu wilayah menurut Pareto dan Mosca  
terjadi dari eksistensi individu yang mempunyai kualitas-kualitas yang 
diperlukan dan terdapat massa yang mendukung kehadiran mereka pada 
kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Lanjut dari pendapat Pareto 
bahwa Individu yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu 
merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elite. Elite 
merupakan orang-orang yang berhasil menguasai  dan mampu 
menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Kehendak 
menguasai lahir karena tidak terlepas dari kepentingan individu untuk 
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mengontrol, mendominasi segala potensi sumber daya dengan 
pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kedudukan elite  
dalam struktur ruang sosial erat berkaitan dengan penerapan sistem 
norma dan nilai yang dikonstruk secara otonom oleh siapa yang 
menafsirkannya.50 
Elite lokal pesisir menciptakan ruang kekuasan dengan 
memperhatikan kapasitasnya dalam memberikan pengaruh, nilai tawar 
dan tindakan. Elite ini di ruang sosialnya diartikan sebagai orang yang 
memegang kedudukan dalam suatu masyarakat dan dianggap sebagai 
individu yang kohesif dalam artian lain bahwa elite ini adalah individu yang 
memegang peranan penting dalam lingkungan sosialnya yang saling tarik 
menarik dan melekat dengan individu atau kelompok lainnya.  
Elite lokal dalam pembahasan ini menciptakan ruang sosial 
pertama kali pada saat menjalankan bisnis ekspor udang hitam. Pada 
mulanya bisnis ekspor udang hitam yang ia rintis bersama istrinya ini 
dengan skala kecil kemudian karena respon pasar ekspor pada saat itu 
berkembang dan permintaan pasar semaikin besar maka ia kemudian 
menjalin relasi bisnis ke beberapa penambak udang dan ikan bandeng di 
wilayah pesisir sehingga dengan demikian berkembanglah menjadi relasi 
yang bertahan cukup lama. Setelah dari bisnis ekspor udang kemudian 
berpindah menjadi bisnis ekspor rumput laut dengan memasarkan hasil 
budidaya rumput laut petani di area lingkungan pesisir Palopo, hal ini ia 
                                                             
50 Lihat T.B Bottomore 1996 mengutip Pareto dan Mosca  
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lakukan sebagai cara untuk tetap bertahan dari perubahan pasar dan 
ketersediaan stok udang yang semakin tahun semakin turun produksinya, 
sebagaimana penuturannya berikut. 
.......usaha yang saya rintis ini pada awalnya bukan di 
rumput laut, tapi usaha saya pertama itu jual beli udang 
hitam untuk diekspor ke beberapa pengusaha lain. Dan 
sampai sekarang usaha itu juga tetap jalan meskipun tidak 
sebesar seperti dulu. Karena semenjak rumput laut 
dikenalkan dan banyak masyarakat yang beralih usaha itu, 
banyak yang membudidayakannya dan, menurutnya 
rumput laut lebih banyak hasilnya dari udang dan harganya 
juga menjanjikan sehingga udang kalah saing dari rumput 
laut, sehingga mau tidak mau saya juga harus respon 
dengan cepat perubahan ini. Dan lahan tambak saya yang 
dulunya untuk udang dengan bandeng sekarang saya 
jadikan untuk rumput laut.......51 
 
Petikan wawancara elite tersebut dapat dijadikan acuan awal 
kehadirannya di ruang sosial bahwa hal tersebut dimulai dari sebuah 
bisnis atau petukaran nilai ekonomi yang kemudian berkembang menjadi 
jalan untuk menunjukkan eksistensinya sebagai individu. Kehadiran elite 
ini lama kelaman dikenal sebagai individu yang memegang peran. Selain 
itu kesempatan untuk memperkenalkan dirinya di lingkungan sosialnya di 
respon oleh masyarakat maka kesempatan ini tak dapat dilewatkan hanya 
sebatas hubungan ekonomi saja. Dengan latar belakang pendidikan 
sebagai seorang sarjana dan sebagai anggota Ikatan Wanita Pengusaha 
Indonesia (IWAPI) elite lokal pesisir ini mengerti betul bagaimana 
membangun reputasinya dan mempertahankan citranya sebagai individu 
di tengah-tengah masyarakat. 
                                                             
51 Wawancara dengan Ibu Hj Hasriani pada tanggal 22 Novembber 2015. 
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 Sebagaimana penjelasan dari konsep elite yang memerintah atau 
elite berkuasa. Adanya suatu yang membedakannya yakni koeksistensi 
kekuasaan minoritas terorganisir yaitu elite sebagai individu yang 
memerintah terhadap mayoritas tak terorganisir yaitu massa. Kelompok 
elite di tengah-tengah masyarakat berjalan beriringan sesuai dengan 
perkembangan lingkungan dimana elite itu berada. Elite lokal dalam 
pengaruhnya dapat memotori suatu partai politik ataupun perilaku 
masyarakat untuk menetapkan pilihannya untuk mendapatkan hasil yang 
memuaskan dalam suatu pemilihan umum. Kehadiran elite lokal yang 
menyentuh wilayah pesisir ini ditunjang oleh kondisi sosial masyarakat 
yang masih begitu homogen dengan corak mata pencaharian yang 
sebagian besar bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan, dimana di 
antaranya memilih profesi sebagai petani rumput laut.  
Masih begitu homogennya corak mata pencaharian ini paralel 
dengan karakteristik masyarakat pesisir yang cenderung kental terhadap 
model hubungan patron klien pada tipa interaksi yang dilakukannya, yaitu 
anggapan yang tertanam dalam masyarakat yang melihat bahwa yang 
kaya membantu yang miskin, kepedulian terhadap yang tidak berdaya 
yang juga diikuti oleh pengaruh yang dilahirkan dari aktivitas 
ekonnominya. Dengan kondisi lokal pesisir seperti ini baik dari aspek 
politk, ekonomi hingga sosial budaya pesisir yang cenderung relatif massif 
dan responsif terhadap berbagai persoalan maka bermunculan peran 
individu yang memiliki kelebihan dari segi penguasaan sumber daya, 
74 
 
pemilikan benda yang telah kuat mengakar dengan jangkauan pengaruh 
yang berada pada wilayah tersebut.  
Kentalnya model hubungan patrn klien ini lahir dari penguasaan 
sumber penghidupan yang jumlahnya sangat terbatas dan kebutuhan 
masyarakat pesisir kota yang sangat besar serta hubungan sosial yang 
terbentuk begitu kompleks, menjadikan nilai bagi elite politik untuk 
mempertegas  keberadaannya serta jangkauan pengaruhnya. Oleh 
karena itu, secara individu elite memiliki nilai lebih di lingkungan 
masyarakat pesisir Kota Palopo menyentuh hingga bagian terkecil dari 
lingkungannya. 
 Hal ini dikutip dalam wawancara yang dilakukan pada  masyarakat 
yang berdomisili di wilayah pesisir dengan profesi sebagai petani rumput 
laut, berikut penuturannya. 
......kami disini sebagai masyarakat  dalam setiap urusan 
yang sulit sering meminta pendapat, saran dan pandangan 
dari opu pemilik tambak dan gudang rumput laut, apalagi 
kalau urusan ekonomi, kami sudah lama disini menetap dan 
mencari penghasilan disini bersama-sama.....52   
 
Dalam kutipan wawancara tersebut  keterangan yang diberikan 
menunjukkan kemunculan elite lokal yang berada di wilayah pesisir kota 
palopo diakui keberadaannya dan  berasal  dari golongan pengusaha 
yang memiliki gudang pengeringan dan penyimpanan rumput laut dimana 
ia juga memliki lahan tambak yang luas dan buruh dan petani rumput laut 
dalam jumlah yang banyak. Dalam pembahasan ini kelompok elite politik 
                                                             





lokal yang memiliki pengaruh yang cukup besar pada pemilihan calon 
legislatif DPRD Kota palopo berasal dari golongan pengusaha rumput laut, 
dimana elite ini merupakan elite informal. 
Sesuai dengan kategori elite Pareto dan Mosca dengan makna 
yang sederhana didasarakan atas pengaruh yang dimiliki individu atau 
kelompok dimana mereka menempati posisi di dalam puncak struktur-
struktur sosial yang terpenting, seperti dalam bidang ekonomi, 
pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan 
pekerjaan-pekerjaan bebas.  
Dalam penelitian ini, elite yang berada di wilayah pesisir kota 
Palopo keberadaannya dalam konteks lokal relaitf kuat jika ditinjau dari 
sisi pengaruh dan latar belakang kepemilikan aset ekonomi. Hal tersebut 
memberikan tingkat reputasi yang cukup besar. Elite tersebut adalah 
pemilik tambak dan gudang pengeringan dan pengemasan rumput laut 
siap ekspor dengan jumlah petani penggarap dan buruh gudang yang 
cukup besar di wilayah kecamatan Wara Utara.  
Seperti yang dituturkan kembali oleh Petani rumput laut yang 
bekerja di pergudangan dan tambak milik Opu Ishak Dg Maroa. Berikut 
kutipan wawancaranya : 
.......selama ini, orang-orang disini mengenal baik Opu, para 
keluarganya, mereka semua baik dan sering membantu 
baik itu dia memberikan lapangan kerja juga dia sering 
bersosialisasi di lingkungan sini, kami memang sudah lama 
kenal dengan opu dg Maroa........”53 
 
                                                             




Gambaran mengenai keberadaan elite ini yang berada dalam suatu 
wilayah dipertegas dengan pengakuan dari massa, sebagaimana yang 
diuraikan dalam wawancara tersebut terlihat bahwa di ruang sosial 
pengaruh seorang elite memegang peranan yang sangat penting 
sehingga kemampuan seseorang dalam menempatkan diri sebagai 
seseorang dengan jangkauan pengaruh yang besar diperlukan berbagai 
pemilikan ekonomis, teknis, tenaga kerja dan sebagainya atau dengan 
terminologi khususnya merupakan kekuasaan yang ditopang oleh asset 
utilitarian.54 
Jenis relasi kekuasaan elite dan massa merupakan relasi yang 
terbentuk secara vertikal. Gambaran relasi vertikal adalah relasi yang 
terbentuk antara individu atau kelompok yang menguasai dan yang 
dikuasai. Relasi yang terjadi sering berada pada hubungan yang tidak 
setara (acymetric relationship), dimana hak milik kebendaan dan 
kedudukan sangat terbatas yang dimiliki oleh elite sebagai kelompok 
minoritas.  
Elite lokal di wilayah pesisir kota Palopo dalam menjaring kelompok 
massa ini dimaksudkan agar memberikan dukungan politiknya dan 
dilakukan dengan berbagai macam bentuk pedekatan. Pendekatan ini 
berupa kemahiran elite pesisir untuk meyakinkan dengan memberikan 
pahaman kepada para petani rumput laut ataupun massa di 
lingkungannya bahwa dirinya merupakan representasi nyata dari massa 
                                                             
54 Lihat Etzoni dalam Poloma “Tipe Kekuasaan Sosial” tahun 2000 hal 364. 
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pemilih untuk memperjuangkan nasib mereka ke arah yang lebih baik, 
selain itu elite ini meyakinkan bahwa dukungan politik kepada dirinya tidak 
akan sia-sia sebab yang tahu permasalahan dan kondisi di lingkungan ini 
dengan baik adalah dirinya, itulah sebabnya ia mendapatkan respon 
positif untuk mencalonkan diri dengan asumsi masyarakat pesisir bahwa 
elite ini akan memperjuangkan nasib serta kesejahteraan orang di 
lingkungan itu. Pendekatan yang dilakukan ini sebagai modal awal dalam 
menunjukkan keseriusaan elite lokal dalam memasuki kontestasi politik 
yang lebih besar.  
Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu 
elite di pesisir bernama Opu Ishak Dg Maroa dimana dia adalah pemilik 
gudang dan tambak rumput laut bersama istrinya Hj Hasriani yang 
mencalonkan di Pileg 2014, dia  mangatakan: 
.....kemarin waktu tim kami melakuan kampanye di daerah 
penggoli, pendekatan yang dilakukan tim kami tidak dengan 
menggunakan kuasa modal, tetapi kami melihat prospek ke 
depan bahwa hubungan yang harus dibangun dengan 
masyarakat pesisir harus bersifat jangka panjang, 
sedangkan kalau menggunakan pendekatan modal kapital 
maka itu bersifat sementara, mereka hanya akan 
mendukung ketika pemilihan saja, itupun kalau mereka 
tidak berpinndah dukungan. Melihat potensi massa yang 
berada di pesisir penggoli ini maka akan sangat rugi jika 
membangun hubungan dengan massa hanya semata-mata 
untuk mendapatkan suara pada saat pemilihan. Maka dari 
itu kami telah membangun hubungan yang bersifat 
simbiosis mutualisme, dimana mereka menginginkan 
kestabilan harga dan kelancaran produksi hasil rumput laut 
mereka. nah dari pihak kami tinggal menyediakan saluran 
pasar bagi mereka salah satunya menyediakan gudang 
rumput laut yang berada di sekitar daerah mereka. Dan dari 
kesepaktan itu mereka dengan meyakinkan untuk  
mendukung kami pada saat pemilu legislatif 2014 dan 
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ternyata terbukti dari hasil survey tim kami sumbangsih 
suara masyarakat pesisir mencapai 45%.....55 
 
Dari penjelasan yang dikemukakan Opu Ishak Dg Maroa dapat 
dimengerti bahwa relasi yang terbangun antara masyarakat pesisir dan 
elite politik lokal di daerah Penggoli ini tidak terjadi hanya untuk proses 
pemilihan legislatif saja namun relasi berawal dari relasi bisnis yang 
terbangun dan sudah ada sejak lama yang dibuktikan dengan adanya 
gudang rumput laut yang dibangun jauh sebelum pencalonan sang pemilik 
gudang tersebut. Dengan begitu pemahaman yang ditangkap oleh penulis 
adalah relasi politik yang dibangun oleh elite lokal ini didasari oleh 
pengaruhnya di persoalan pertukaran nilai ekonomi dan atas reputasi 
yang sudah lama dibangun.  
Elite pesisir ini menggunakan pendekatan kekeluargaan atau 
dengan kata lain ia memanfaatkan sosok ketokohannya untuk 
mendapatkan keuntungan politik di pertarungan legislatif. Struktur 
kekuasaan yang dimiliki dalam pengamatan penulis pada saat turun 
langsung dilokasi penelitian memang berada pada kondisi yang mumpuni 
untuk menduduki jabatan politik, sebab dukungan yang mengalir kepada 
dirinya  dari masyarakat pesisir sangat besar, reputasi dan pengaruh 
ketokohannya begitu besar yang ia dapat dari kegiatan sosial yang ia 
lakukan dan selalu mendapat respon yang baik dilingkungannya. 
Kesempatan dan keinginan dari elite ini tidak serta merta 
membuatnya percaya diri untuk mencalonkan diri. Adanya dukungan yang 
                                                             
55 Wawancara dengan elite lokal pesisir Ishak Dg Maroa pada tanggal 27 November 2015. 
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besar dari lingkungannya serta potensi yang ia miliki merupakan 
pertimbangan rasional untuk memenangkan pertarungan politik. 
sebagaiman halnya dengan warga negara lainnya, kesempatan untuk ikut 
berpartisipasi di arena politik hal ini disebabkan karena adanya status 
yang diberikan masyarakat sebagai individu yang berpengaruh. Bobot 
reaski politis yang diberikan elite ini sebagai respon dari bobot aksi politis 
yang ditimpakan masyarakat, dengan begitu bobot aksi reaksi keduanya 
berbanding paralel. 
Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang berada 
dilingkungan pesisir, ia mengatakan bahwa: 
.......sewaktu saya tahu bahwa istri Opu dg Maroa 
mencalonkan diri menjadi caleg kemarin, saya langsung 
datang ke rumahnya untuk menyatakan diri siap 
mendukung, sampai-sampai saya mau dengan suka rela 
untuk bergabung jadi tim yang mengawal pencalonannya. 
Saya ini tidak dibayar, karena saya tahu saya banyak 
dibantu oleh Opu, kalau ada yang diminta tolongi, dengan 
senang hati dia turun tangan. Saya juga adalah 
keluarganya Opu disini jadi masa tidak didukung, masa 
orang lain yang didukung padahal ada orang yang sudah 
lama dikenal dan baik dan sudah banyak jasanya ke 
masyarakat, ini yang harusnya kita dukung supaya ada 
perbaikan yang lebih baik, kan dia sudah tahu mi juga 
persoalannya yang ada disini. Jadi saya dan teman-teman 
disini kemarin mendukung sungguh-sungguh supaya bisa 
kodong duuduk jadi anggota dewan dan bisa ki lebih 
banyak na bantu .........56 
 
Penuturan oleh informan ini menjelaskan keinginan 
masyarakat dilingkungan pesisir elit ini sebagai reaski dari 
pengaruhnya yang sudah cukup lama dimiliki oleh Ishak Dg Maroa 
                                                             
56 Wawancara dengan salah satu informan dilingkungan elite yang berprofesi sebagai karyawan gudang dan 
petani rumput laut pada tanggal 20 November 2015. 
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sebagai pemilik dari aset ekonomi yang dengan pengaruhnya 
diartukalisakan oleh masyarakat sebagai ketokohannya yang baik. 
Penjelasan teori Robert D Putnam57 yang membagi teori relasi politik  
dalam tiga sudut pandang, yakni sudut pandang struktur, sudut pandang 
kelembagaan dan sudut pandang  kekuasaan. Ketiga sudut pandang 
tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa relasi politik yang coba 
dibangun oleh Opu Ishak Dg Marowa bersama istrinya dengan massa 
pesisir  adalah relasi dengan sudut pandang struktur atau posisi dimana 
relasi politiknya ditunjang oleh reputasi dan kepemilikan aset sumber daya 
pesisir yang dimiliki. Struktur atau posisi semakin dipertegas oleh 
hubungan sosial yang telah lama terjadi antara Opu Ishak Dg Marowa 
bersama Istrinya, Hj Hasriani dengan petani rumput laut. Relasi politik  ini 
juga semakin mudah baginya sebab pengaruhnya di masyarakat pesisir 
dan tidak dia bangun pada saat di pileg saja tetapi sejak lama. Tim 
kampanye Hj. Hasriani, S.H pun menyarankan bahwa rugi jika 
pemanfaatan massa pesisir laut penggoli ini hanya digunakan pada saat 
Pileg 2014 saja tapi hal ini bisa dijadikan investasi politik jangka panjang. 
Hal tersebut juga senada dengan hasil wawancara yang diperoleh 
dari istri dari Opu Ishak Dg Maroa, yakni Hj Hasriani yang mencalonkan 
diri sebagai legislator kota, yang juga sebagai orang berpengaruh di 
sekitar pesisir penggoli. Dia menuturkan sebagai berikut 
......Basis massa saya memang berada di wilayah pesisir, 
lokasi pergudangan memang ada di situ, keuntungannya 
                                                             
57  Jayadi Nas. Loc.cit .Hal 33. 
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adalah karyawan yang saya miliki memang sudah lama 
bekerja di situ dan telah mengenal saya. Saya ingin 
mempertegas bahwa karyawan itu, kita tidak memaksa 
mereka untuk mendukung karena kita sadar mereka 
banyak memiliki kepentingan masing-masing. Nah itu 
mendorong saya untuk mencari suara dengan memahami 
hubungan saya dengan mereka. Intinya suara diperoleh 
dari petani dan karyawan yang bekerja di saya sekitar 55%. 
Saya bersyukur karena dukungan mereka itu sangat 
besar......58  
 
Penjelasan yang diberikan oleh Hj Hasriani  ini menguatkan 
argumentasi yang menyatakan bahwa posisi relasi politik berada pada 
ruang kekuasaan tertentu dan menekankan pada persoalan kebutuhan 
seorang elite untuk terus berkembang. Tiap interaksi yang  terjadi antara 
individu maupun kelompok sosial melahirkan suatu hubungan yang saling 
membutuhkan atas berbagai kepentingan yang berbeda-beda. 
Sebagaimana Max Weber59 menjelaskan lebih jauh bahwa hubungan 
kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang kerap kali 
menunjukkan hubungan yang tidak setara (asymetric relationship), 
dijelaskan juga bahwa dalam sebuah kekuasaan terdapat unsur 
“pemimpin“ (direction) “perintah atau kendali“ (imperative control). Dalam 
hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan 
hubungan yang lebih variatif dan kompleks. 
Masyarakat pesisir laut yang telah lama bekerja sebagai petani 
rumput laut dan karyawan gudangnya menjadikan elite lokal pesisir 
tersebut memliki ruang kekuasaan yang cukup besar untuk 
                                                             
58 Wawancara dengan Hj Hasriani. Caleg Gerindra yang kini duduk di kursi DPRD Kota Palopo, pada tanggal 
22 November 2015. 
59 Soekanto. Loc.cit . Hal 268 dan  Poelinggomang, 2004 :138. 
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mengaktualisasikan hubungan sosial  ke dalam relasi politik. Terlebih lagi 
penghargaan yang diberikan oleh masyarakat peissir dan petani rumput 
laut kepada ketokohan elite lokal  ini semakin memudahkannya menjalin 
relasi sesuai kondisi sosial budaya lokal pesisir, dan praktis telah 
melahirkan elite politik baru di Kota Palopo. 
Lebih dari itu, aspek proses sosial dan politik lokal seorang elite 
tidak dapat dipandang hanya dari sisi kepemilikan ekonomi semata. 
Selama ruang dan waktu memungkinkan bagi individu untuk 
mengembangkan kapasitas dan memperluas pengaruhnya, maka pada 
wilayah itulah kita akan menemukan peranan rasionalitas elite. Sebab di 
samping ia sebagai pelaku ekonomi, mereka juga makhluk individu dan 
makhluk sosial yang memiliki motivasi dan kepentingan-kepentingannya 
tersendiri untuk menduduki kekuasaan. Karena itu, sifat alamiah yang 
demikian dapat dikatakan sebagai pendorong kemunculan kelompok elite. 
Kalangan masyarakat pesisir penggoli justru memandang tidak lazim jika 
seorang elite lokal pesisir  menghabiskan waktunya untuk menunaikan 
tugas dan hanya terus menerus mengejar keuntungan ekonominya. 
Mereka itu pelaku dari usaha rumput laut yang berada di tengah 
masyarakat dan tidak terisolasi dari kegiatan sosial kemasyarakatan 
lainnya. 
Jaminan pendapatan, ketersediaan modal dan alat produksi yang 
tentu saja dikonstruk oleh elite lokal ini merupakan bentuk 
kesanggupannya untuk terus menerus secara konstan memberikan 
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pengaruhnya kepada massa pemilih. Konsekuensi rasional yang lahir dari 
hubungan patron klien antara elite sebagai pemilik gudang pengeringan 
dan pengepakan komoditi rumput laut yang memiliki sejumlah orang-orang 
(klien) yang telah lama bekerja dengannya sebagai karyawan dan para 
petani rumput laut sebagai basis eksistensi usahanya sehingga dirasa 
banyak memberikan manfaat dalam hal pembiayaan, ketersediaan jasa 
pemasaran dan perlindungan jaminan pendapatan. 
Para karyawan tersebut dikelompokkan dalam beberapa pos-pos 
pembagian kerja. Pembagian pos-pos kerja tersebut sebagai tuntutan 
efisiensi dan efektifitas produksi yang diinginkan oleh si pemilik gudang. 
Pos kerja tersebut dibagi ke dalam dua wilayah kerja produksi. Pertama 
adalah pos pengeringan dan yang kedua adalah pos pengepakan. Pada 
pos kerja untuk pengeringan dimulai dengan pengecekan dan kontrol 
kualitas barang yang masuk yakni hasil panen dari  para petani rumput 
laut yang juga sebagai klien dari pemilik gudang. Pengecekan ini 
bertujuan untuk memastikan kualitas dan untuk memisahkan jenis rumput 
laut serta kotorannya. Karyawan gudang yang bertugas di pos 
pengeringan ini harus benar-benar teliti melakukan pengecekan dan tiap 
harinya para menegeringkan rumput laut dengan jumlah yang tidak 
sedikit. Selanjutnya adalah pos pengepakan, pada proses pengepakan ini 
rumput laut yang telah kering kemudian kembali dilakukan pengecekan 
dan kontrol kualitas rumput laut serta kadar pengeringannya yang 
dilakukan dengan membagi ke dalam tiga kategori yakni kualitas baik, 
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sedang dan buruk setelah itu pengepakan dilakukan dengan mesin press 
dan selanjutnya diangkut masuk ke dalam kontainer siap ekspor, proses 
kerja tersebut dilakukan tiap harinya oleh para karyawan elite pesisir ini  
dan dipercayakan untuk dikoordinir oleh kepala pergudangan yang 
bertugas sebagai pengawas. Sebagaimana penjelesan mengenai proses 
kerja tersebut diutarakan oleh seorang yang bekerja kepada elite lokal 
pemilik gudang, berikut penuturannya : 
......seperti yang kita lihat sekarang ini, di gudang ini dibagi 
dua kerja, ada yang menjemur ada yang mengepak, kalo 
saya di bagian ini mengepak, saya biasa yang mengepak 
ini rumput laut yang sudah kering, dan saya juga biasa 
bantu teman lain cek kualitas untuk dipisahkan, biasa setiap 
hari masuk stok baru tapi itu juga tergantung dengan 
banyaknya yang sudah dijemur setiap hari, kalo sudah 
dikepak itu, dimasukkan ke dalam kontainer untuk 
diekspor......60 
 
Selain dari proses kerja yang dilakukan di lokasi pergudangan 
tersebut input penyuplai dan ketersediaan stok hasil panen juga adalah 
salah satu yang terus diperhatikan untuk berkembangnya aktifitas 
ekonomi ini. Hasil panen yang didapatkan dari petani adalah yang 
menunjang keberlangsungannya. Olehnya itu elite pesisir ini menjalin 
interaksi kepada para petani rumput laut dan para pengepul sebagai 
penyuplai sehingga tentunya bukan hanya karyawan gudangnya saja 
sebagai klien dari elite ini dalam membangun hubugan patron-klien. Relasi 
ekonomi dan kesepakatan harga dari elite kepada para petani dan 
                                                             
60 Wawancara dengan salah seorang Karayawan yang bertugas di bagian pergudangan rumput laut milik Opu 
Ishak Dg Maroa pada tanggal 23 Novembera 2015. 
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pengepul dipastikan selalu berjalan sehingga ketersediaan rumput laut 
yang telah dipanen dan hal ini dibantu oleh kepala gudang yang ditunjuk 
oleh elite.  Mata rantai dari bisnis yang dijalankan oleh elite di wilayahnya 
ini adalah sektor kelautan dan perikanan yang terus berkembang dan ini 
merupakan langkah yang ia harus tempu agar dapat terus memberikan 
pengaruhnya. Sebaimana kondisi ini didapatkan dari wawancara dengan 
petani rumput laut sebagai penyuplai gudang milik elite, berikut 
penuturannya. 
 .....kalo di gudangnya opu Hasriani bagus, saya suka harga 
yang dia kasih, nda sering turun baru kalau dia itu di situ dia 
hargai hasil keringat kita, dia tidak potong kalo ada jelek 
sebagian rumput laut yang saya panen, kan biasa ada yang 
kurang bagus karena faktor cuaca dengan jamur. Itu 
sebabnya saya sudah lama kenal itu aji hasriani. Apalagi 
juga disitu gudangnya banyak keluarga sama tetanggaku 
kerja jadi enak mi saya rasa.....61 
 
Gambaran mengenai proses produksi dan pergudangan rumput 
laut ini menciptakan pola kerja dimana sang pemilik gudang adalah patron 
dari karyawan yang bekerja kepadanya dan petani rumput laut sebagai 
penyuplai. Hubungan patron klien ini dicirikan bahwa patron yang 
berkuasa dan kaya memberikan jaringan kerja dan penghidupan, 
perlindungan, keuntungan serta berbagai manfaat lainnya kepada 
kliennya. Dalam perkembangannya, hubungan tersebut dijalankan dengan 
jaminan dari patronnya bahwa patron menjamin kebutuhan ekonomi klien 
dan sebagai imbalannya klien memberikan berbagai bentuk loyalitas, 
                                                             




kesanggupan dan juga terlebih kepada dukungan politik kepada patron. 
Dengan penjelasan tersebut hubungan ini saling menguntungkan (mutual 
benefit and reciprocity) meskipun dalam beberapa kondisi lebih 
menguntungkan patron sebagai pemilik modal dan suber daya yang 
dibutuhkan. 
Interaksi yang terjadi antara elite lokal sebagai pemilik gudang ini 
kepada para karyawannya dan para petani rumput laut merupakan 
hubungan ekonomi dalam bentuk pertukaran sumber daya. Seiring waktu 
interaksi tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus 
menerus menimbulkan kesetiaan para pengikutnya yakni karyawan dan 
para petani rumput laut. Interaksi ekonomi dan pertukaran sumberdaya ini 
kemudian diartikulasikan ke dalam sebuah relasi politik oleh elite pemilik 
gudang ketika dirinya mencalonkan diri di Pileg 2014 Kota Palopo, hal ini 
menurut penututrannya bahwa ia sadar bahwa ini dapat berubah menjadi 
dukungan suara sebab ia memiliki jumlah karyawan dan petani rumput 
laut yang relatif banyak dan terlebih lagi bahwa kedudukan politik yang ia 
tuju tidaklah mudah sebab persaingan dalam memperebutkan suara di 
pemilu kemarin sangat berat. Persaingan di dalam internal Partainya relatif 
sulit dilihat dari rival politiknya di partai Gerindra tersebut yakni dua calon 
yang kuat salah satunya adalah calon incumbent yang juga punya 
kekuatan suara. Dengan demikian elite ini mengarahkan hubungan patron 
klien yang ia bangun masuk ke dalam panggung rivalitas politik yang 
tentunya paralel dengan kebutuhan dan kepentingan politiknya itu sendiri. 
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5.3.  Faktor-Faktor yang mempengaruhi Relasi Politik 
Faktor-faktor yang mempengaruhi relasi antar elite dalam suatu 
proses politik, tentunya dapat dikaji dari berbagai sudut pandang 
pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan pilihan rasional dan 
hubungan patron klien. Kedua pendekatan ini mempunyai keterkaitan 
pada aspek kepentingan elite lokal, dan basis jaringan interaksi antar elite 
dalam suatu proses politik. Karenanya, pembahasan pada bagian ini 
berdasar pada hasil identifikasi terhadap kedua aspek tersebut untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi relasi antar elite lokal 
pesisir dan massa pemilih yaitu petani rumput laut dan karyawan gudang 
yang ada di lokasi penelitian. 
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, maka 
faktor-faktor yang mempengaruhi relasi politik elite lokal pesisir dan petani 
rumput laut pada sub bab ini sebagai berikut. 
1. Perhitungan Keuntungan Elite 
Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai relasi yang 
terbentuk antara elite pesisir yang berada di wilayah Wara Utara dengan 
para petani rumput laut yakni relasi vertikal dan dengan kedudukan yang 
tidak setara (superior-inferior). Relasi politik tersebut merupakan inisiatif 
dari elite dalam menafsirkan persaingan dalam perebutan suara di arena 
politik pemilihan calon legislatif. Persaingan perebutan suara di Daerah 
Pemilihan 1 di Palopo ini sangat sengit dan dengan besarnya volume 
rivalitas yang terjadi memaksa elite untuk terus menerus mengambil 
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tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya agar dapat memperoleh 
suara yang signifikan dari berbagai alternatif yang ia miliki pada pemilihan. 
Sebagaimana pada petikan wawancara oleh elite pesisir ini yang berhasil 
didapatkan sebagai berikut. 
......ini adalah pertama kalinya saya mencalonkan di pileg 
kota, sehingga saya juga harus lebih banyak mencari 
dukungan agar dapat menduduki kursi legislatif dan itu 
harus dengan langkah dan hubungan yang tepat. 
Persaingan di pencalonan saya kemarin itu sangat berat, 
penjaringan suara di daerah pemilihan 1 sangat besar antar 
partai dan terlebih lagi di internal partai saya itu yang 
mencalonkan juga besar kekuatan suara mereka, ada Pak 
Rudy sebagai calon incumbent yang basis massanya kuat 
dan menempati urutan ke tiga. Ada juga Pak Arisyanto 
yang suaranya kemarin menempati urutan ke dua dengan 
suara sekitar 1.005 di satu kecamatan......62 
 
Penuturan tersebut mengerucut kepada keinginan politik elite lokal 
pesisir ini untuk berubah ke dalam bentuk tindakan dalam mencari sumber 
kekuasaan politik yang berpengaruh. Sebagaimana pendekatan pilihan 
rasional menjelaskan bahwa tindakan seorang elite merupakan proses 
awal yang dapat diidentifikasi atas pilihan rasional yang ia jalankan. 
Sebagaimana dalam penjelasan George Ritzer dalam mengenai teori 
pilihan rasional bahwa pilihan rasional berawal dari tujuan atau maksud 
aktor, namun teori ini memerhatikan pemaksa utama tindakan.63 Pemaksa 
utama tindakan yaitu keterbatasan sumber. Elite memiliki sumber yang 
berbeda maupun akses yang berbeda terhadap sumber daya yang 
terbatas. Bagi elite yang mempunyai sumber daya yang besar, 
                                                             
62 Wawancara dengan Hj Hasriani. Caleg Gerindra yang kini duduk di kursi DPRD Kota Palopo, pada tanggal 
22 November 2015. 
63 George Ritzer “Teori Sosiologi Modern: Aliran-aliran utama” edisi ketujuh 2014 Hal 332. 
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pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi bagi yang memiliki 
sumber daya yang sedikit, pencapaian tujuan mungkin sukar atau 
mustahil sama sekali.  
Lebih lanjut Ritzer mengatakan, berkaitan dengan keterbatasan 
sumber daya ini, pemikiran tentang biaya kesempatan (opportunity cost) 
diutarakan oleh D.Friedman Hechter,1988:202).64 Dalam mengejar tujuan 
tertentu, elite atau aktor tentu memerhatikan biaya-biaya tindakan 
berikutnya. Seorang elite yang dalam hal ini aktor mungkin memilih untuk 
tidak mengejar tujuan yang bernilai sangat tinggi bila sumber dayanya 
tidak memadai, bila peluang untuk mencapai tujuan itu mengancam 
peluangnya untuk mencapai tujuan berikutnya yang sangat bernilai. Elite 
dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal. 
Pilihan rasional melihat tindakan elite berada pada pertimbangan-
pertimbangan yang paling rasional dengan kata lain paling 
menguntungkan bagi dirinya, dengan asumsi lain meskipun dalam arena 
politik terdapat kepentingan yang sama pada tataran kelompok akan tetapi 
tindakan elite di dalamnya memiliki kepentingan sendiri yang berbeda. 
Implikasinya adalah terciptanya kondisi dimana elite bertindak karena 
kepentingan peribadi dan tujuan politiknya dalam sebuah relasi yang 
diciptakan olehnya. Dalam kerangka kehadiran elite pada sebuah relasi 
dengan massa adalah karena tujuan akhirnya yakni alasan dan 
                                                             
64 Ibid. Hal 333. 
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pertimbangan politis untuk kepentingan pribadi mendapatkan kekuasaan 
bukan untuk kepentingan massa yang ada. 
Tindakan elite adalah untuk mengoptimalkan efektifitas tercapainya 
kepentingan politik yang ia tuju, dengan tujuan-tujuan khusus dalam 
mengarahkan sumber daya yang ia miliki. Elite bebas menentukan 
pilihannya berdasarkan keuntungan yang paling maksimal sehingga 
perhitungan elite tersebut berada pada tataran sifat pilihan kalkulatif 
rasional. Relasi yang ia jalin berada pada kontrol kalkulasi atas optimalnya 
raihan keuntungan terhadap berbagai alternatif keputusan dengan atau 
tanpa terikat oleh kepentingan yang lainnya. 
2.  Dominasi Sumber Daya 
 Masyarakat petani rumput laut sebagai massa pemegang  suara di 
pesisir Palopo yang relatif besar, telah dimanfaatkan oleh elite dengan 
menggunakan hubungan patron klien yang telah lama ia bangun dari 
usaha yang ia lakukan di sektor perikanan dan kelautan yakni kepemilikan 
gudang pengeringan dan pengepakan rumput laut.  Sebagaimana pada 
sub sebelumnya digambarkan mengenai relasi yang terjadi bahwa relasi 
politik elite lokal pesisir memiliki hubungan yang kuat pada bentuk elite 
sebagai patron bagi petani rumput laut dan karyawan gudangnya sebagai 
klien pada pertukaran jasa ekonomi.  
Hubungan patron klien ini dimanfaatkan oleh elite yang 
berpengaruh sebagai bentuk ketergantungan yang ditimbulkan dari 
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hubungan ekonomi yang dilakukan oleh elite. Sebagaimana kutipan 
wawancara dari elite lokal mengenai hubungan ini sebagai berikut. 
......Basis massa saya memang berada di wilayah pesisir, 
lokasi pergudangan memang ada di situ, keuntungannya 
adalah karyawan yang saya miliki memang sudah lama 
bekerja di situ dan telah mengenal saya. Saya ingin 
mempertegas bahwa karyawan itu, kita tidak memaksa 
mereka untuk mendukung karena kita sadar mereka 
banyak memiliki kepentingan masing-masing. Nah itu 
mendorong saya untuk mencari suara dengan memahami 
hubungan saya dengan mereka. Intinya suara diperoleh 
dari petani dan karyawan yang bekerja di saya sekitar 55%. 
Saya bersyukur karena dukungan mereka itu sangat 
besar......65  
 
Penuturan dari elite pesisir tersebut semakin mempertegas bahwa 
kedudukan patron selalu diikuti oleh klien, tanpa konsep klien konsep 
patron tentu saja tidak ada. Karenanya, keduanya istilah tersebut 
membentuk suatu hubungan khusus yang disebut dengan istilah 
clientelism, konsep clientelism dipandang sebagai sebuah proses 
evolusioner yang menimbulkan kesadaran akan adanya ikatan 
kekeluargaan yang kuat yang mempu memberikan keamanan fisik, 
ekonomi, dan emosional.66 Istilah ini merujuk pada sebuah bentuk 
penganturan nilai sosial yang dicirikan oleh hubungan patron-klien, di 
mana patron yang berkuasa dan kaya memberikan pekerjaan, 
perlindungan, infrastruktur, dan berbagai manfaat lainnya kepada klien 
yang tidak berdaya dan miskin.67 Imbalannya, klien memberikan berbagai 
                                                             
65 Wawancara dengan Hj Hasriani. Caleg Gerindra yang kini duduk di kursi DPRD Kota Palopo, pada tanggal 
22 November 2015. 
66Sumeeta Shyamsunder Chandavarkar, Loc.cit. Hal. 23. 
67 Karenanya, patron-klien adalah hubungan pertukaran sosial antara dua orang atau lebih yang berkembang 
ke arah hubungan pertukaran yang tidak seimbang, di mana patron mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
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bentuk kesetiaan, pelayanan, dan bahkan dukungan politik kepada patron. 
Selain itu, konsep itu juga memunculkan kesadaran akan ketidaksamaan 
akses pada barang dan sumber. Hubungan khusus di sini dicirikan oleh 
suatu hubungan yang lebih bersifat personal dan vertikal, yakni hubungan 
hubungan pribadi yang bersifat superior-inferior.68 
Dalam bahasa Marxian, patron merupakan kelas yang memiliki 
kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga ia dapat melakukan “ekploitasi” 
terhadap klien yang banyak menggunakan alat produksi yang dimiliki 
patron. Masih dalam konsepsi Marxian, patron akan mengeluarkan 
modalnya untuk dua hal, yaitu membeli alat-alat produksi dan sebagian 
lagi untuk membeli tenaga kerja (klien). Klien berada pada posisi inferior 
dalam hubungan ekonomi kecuali menjual tenaga kerja mereka.69 
Hubungan patron-klien tersebut tidak saja terbatas pada eksploitasi tetapi 
sampai kepada tingkat ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan yang 
dimulai dari satu aspek sosial umumnya berkembang menjadi 
ketergantungan yang luas dan mencakup beberapa aspek kehidupan 
sosial lainnya.  
Menurut konsep dari perspektif Marxian tersebut, hubungan patron-
klien merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua 
pihak yang terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan 
yang hanya berlaku dalam konteks hubungan mereka. Dengan kata lain, 
                                                                                                                                                                      
ketimbang klien. Kedudukan lebih tinggi (superior) ini disebabkan karena adanya kemampuan, status, dan 
kekuasaan lebih besar dari patron ketimbang klien. 
68 Mushtaq H. Khan, Loc.cit Hal. 39. 
69 Anthony Brewer,Loc.cit hlm. 58. 
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kedua pihak memasuki hubungan patron-klien karena terdapat 
kepentingan (interest) yang bersifat khusus atau pribadi, bukan 
kepentingan yang bersifat umum.70 Persekutuan semacam itu dilakukan 
oleh dua pihak yang masing-masing memang merasa perlu untuk 
mempunyai sekutu (encon) yang mempunyai status, kekayaan dan 
kekuatan lebih tinggi (superior) atau lebih rendah (inferior) daripada 
dirinya. Persekutuan antara patron dan klien merupakan hubungan saling 
tergantung. Dalam kaitan ini, aspek ketergantungan yang cukup menarik  
adalah sisi ketergantungan klien kepada patron.  
Hal ini terungkap dari penuturan yang diceritakan seorang informan 
secara sederhana, sebagai berikut. 
......kalo ditanya soal berapa lama saya kerja di ibu aji 
dengan Opu, saya bisa bilang sudah lama sekali, masih jadi 
anak muda saya sudah kenal dengan beliau dan sampai 
sekarang saya sudah punya anak dua. Waktu pileg itu 
kemarin, saya tidak mau dukung orang lain, untuk apa, 
saya ini sudah kenal lama dengan opu. sayajuga masuk 
jadi timnya ibu aji itu, saya pergi carikan dukungan supaya 
bisa duduk jadi anggota dewan, kan kalo duduk juga kan 
bagus. Seperti sekarang ini saya sudah dipercaya untuk 
terus mengurus gudangnya opu, apalagi itu Opu sama aji 
selalu membantu disini, mulai kasi masuk bantuan dari 
dinas bantu kasi masuk penyuluh subaya bagus hasil 
panennya petani rumput laut juga selalu kalau ada acara 
selalu datang.......71 
 
Ketergantungan semacam ini karena adanya hutang budi klien 
kepada patron yang muncul selama hubungan pertukaran berlangsung. 
                                                             
70 Carl H. Lande, “Group Politics and Diadic Politics: Notes for a Theory”, dalam Friends, Followers, and 
Factions, hlm. 508. Walaupun demikian, terdapat beberapa kasus di mana patron dan klien sama mengejar 
kepentingan umum, tetapi ini terjadi ketika pencapaian  tujuan patron merupakan prasyarat bagi pencapaian 
tujuan klien.  
71 Wawancara dengan salah satu informan dilingkungan elite yang berprofesi karyawan gudang pada tanggal 
20 November 2015.  
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Patron sebagai pihak yang memiliki kemampuan lebih besar dalam 
menguasai sumber daya ekonomi dan politik cenderung lebih banyak 
menawarkan satuan barang dan jasa kepada klien, sementara klien 
sendiri tidak selamanya mampu membalas satuan barang dan jasa 
tersebut secara seimbang. Ketidakmampuan klien di atas memunculkan 
rasa hutang budi klien kepada patron, yang pada gilirannya dapat 
melahirkan ketergantungan. Hubungan ketergantungan yang terjadi dalam 
salah satu aspek kehidupan sosial, dapat meluas ke aspek-aspek 
kehidupan sosial lainnya. 
Patron politik tidak hanya melalui hubungan legal formal, tetapi juga 
melalui kepeimimpinan informal yang muncul karena bisa dari ekonomi, 
keturunan, adat, agama ataupun pendidikan. Masyarakat di pedesaan 
bagi scoot yaitu menyalurkan aspirasi politiknya kepada patronnya untuk 
memperjuangkan kepentingan politiknya. Melalui patron tersebutlah petani 
ikut serta mengambil keputusan politik. Patron politik pula tidak mungkin 
mengabaikan kepentingan masyarakat karena hal ini menyangkut status 
kepentingan yang juga melekat kepada masyarakat. Status kepemimpinan 
informal akan hilang apabila keberpihakannya kepada masyarakat 
berkurang. Analisis hubungan patron-klien dalam politik lebih mudah 
menggunakan model Scott dengan mengubah unit analisis dari hubungan 
ekonomi ke hubungan politik. Scott menganalisis bahwa hubungan patron-
klien tidak dilihat merugikan petani, karena jaminan kebutuhan yang dapat 
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dipenuhi dari patron dan patron memerlukannya untuk reproduksi dari 
hubungan yaiitu berupa kekuasaan dan reputasi sosialnya. 
Secara konseptual, hubungan ketergantungan klien kepada patron 
dapat terlihat dalam kehidupan buruh tani, karyawan suatu usaha dan 
juragan ataupun elite lokal di suatu wilayah tertentu. Buruh tani atau 
karyawan sebagai pihak yang mempunyai kedudukan lebih rendah 
(inferior), sehingga mau tidak mau harus terus bergantung kepada elite 
tersebut dalam rangka melakukan kegiatan kerjanya. Dalam usaha 
mengatasi keterbatasan menguasai sumber daya seperti modal atau 
biaya produksi, alat-alat produksi dan akses pasar yang banyak di 
antaranya menempuh dengan menjalin hubungan kerja dengan juragan 
atau elite.  
Hubungan kerja antara buruh dan juragan merupakan hubungan 
pertukaran ekonomi yang berlangsung menurut ketentuan-ketentuan yang 
disepakati bersama (atau terpaksa disepakati oleh pihak buruh). Kedua 
pihak yang terlibat dalam hubungan ini, mempunyai tujuan sama yaitu 
memperoleh keuntungan. Karena adanya motivasi untuk memperoleh 
keuntungan seperti itu, maka hubungan kerja dapat berlangsung lama. 
Hubungan yang berlangsung lama, memungkinkan bagi buruh untuk 
memperoleh sumber daya bukan lagi atas dasar keuntungan hubungan 
ekonomi saja, melainkan juga berdasarkan kepercayaan (trust). 
Hubungan patron-klien tampak dengan adanya ketergantungan buruh dan 
juragan, dapat menimbulkan kerugian selain keuntungan bagi buruh. 
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Hubungan yang tidak setara  dijalin dalam hubungan patron-klien yang 
dilakukan buruh dapat ditelusuri dengan melihat keterikatan kepada 
juragan dalam memperoleh sumber daya, serta adanya pengorbanan 
waktu, tenaga untuk keperluan sosial atau politik kekuasaan elite lokal 
atau juragan. 
3. Ketergantungan Jasa Pemasaran dan Jaminan Pendapatan 
 Pertama peneliti akan mengupas latar belakang dan motivasi 
masyarakat pesisir dalam memilih Hj. Hasriani pada pileg 2014 yang lalu. 
Salah satu masyarakat pesisir dalam hal ini petani rumput laut yang 
menjadi informan peneliti yang bernama Hasrul, ia mengatakan:   
.......Kita masyarakat disini sangat mendukung dan  memilih 
Hj. Hasriani di Pileg kemarin karena kami tahu hanya dia 
yang benar-benar tahu tentang persoalan kami dan tahu 
juga apa yang kami butuhkan karena disini dek, banyak 
yang berprofesi sebagai petani rumput laut yang rata-rata 
dari masyarakat asli dan itu mi Opu Dg Marowa yang 
pertama kali punya pergudangan rumput laut disini, dan 
sejak ada itu gudang banyak orang disini bagus 
pendapatannya. Dan karena itu juga banyak yang kenal ki 
Opu disini sebagai tokoh masyarakat....72 
 
Dari penjelasan diatas tergambar jelas bahwa motivasi sebagian 
besar masyarakat pesisir untuk memilih Hj. Hasriani pada Pemlihan 
Legislatif 2014 disebabkan adanya peningkatan ekonomi yang dialami 
masyarakat semenjak hadirnya Gudang rumput laut di daerah mereka. 
Menurut beberapa masyarakat yang sempat penulis wawancarai bahwa 
Hj. Hasriani bersama suaminya, Opu Ishak Dg Maroa  telah lama 
                                                             




membangun gudang di lingkungan mayarakat pesisir dan ada beberapa 
masyarakat peisir sudah menganggap Hj. Hasriani sebagai keluarga 
mereka sendiri.  
Tergambar jelas bahwa motivasi masyarakat pesisir untuk memilih 
Hj. Hasriani disebabkan oleh relasi kuasa yang sangat besar serta bagi 
masyarakat pesisir Hj. Hasriani sudah memberikan mereka keuntungan 
sebelum Hj. Hasriani duduk sebagai anggota dewan kota Palopo dan itu 
merupakan bagian dari pilihan rasional masyarakat pesisir penggoli. 
Peneliti juga berhasil mewawancarai salah satu masyarakat pesisir 
yang tidak menjadi karyawan di gudang milik Hj. Hasriani yang berprofesi 
sebagai petani penggarap, tapi memiliih Hj. Hasriani pada saat pileg 2014 
yang lalu. Bapak yang bernama Syamsuddin mengatakan: 
 
.....waktu pileg itu banyak juga calon yang menginginkan 
untuk kami pilih, mereka datang disini itupun karena 
pencalonannya untuk dipilih jadi anggota dewan, tapi disini 
kami sudah banyak yang sudah menentukan pilihan, terus 
terang saya dengan beberapa teman sangat yakin untuk 
memilih istrinya Opu Dg Maroa, itu mi Ibu Aji Hasriani. 
Karena kami sudah tahu juga bagaimana orangnya, untuk 
apa mau pilih orang yang tidak dikenal juga nanti dianya 
tidak ingat janjinya kalo sudah terpilih. Kami berikan suara 
kami di Ibu Aji itu karena dia juga tahu bagaimana 
memperjuangkan kesejahteraan kami dan itu yang kami 
inginkan agar perbaikan kehidupan kami terutama untuk 
pendapatan kami semakin hari semakin bagus, dan juga 
Opu Dg Maroa sudah kami anggap sebagai orang tua kami 
yang mengayomi bukan hanya bantuan materil yang ia 
berikan tetapi bantuan non materil pun juga ia berikan....73 
 
                                                             




Dari penejelasan bapak Syamsuddin di atas tergambar jelas bahwa 
ketergantungan ini benar-benar terjadi dan melekat dari waktu ke waktu 
sehingga posisi patron dalam hal ini Opu Dg Marowa itu semakin sangat 
kuat, terbukti dari dukungan yang datang bukan hanya dari masyarakat 
pesisir yang menjadi karyawan tetap gudang yang ia miliki. Penjelasan 
bapak Syamsuddin tentang motivasi dukungannya kepada Hj. Hasriani 
Istri dari Opu Dg Marowa semata-mata karena melihat sosok patron yang 
dimiliki sang suami, sehingga bapak Syamsuddin sendiri secara tidak 
langsung merasakan bantuan dari Opu Dg Marowa. 
Pendapat bapak Syamsuddin ini mempertegas bahwa pengaruh 
ketergantungan ini dari pemilik gudang yakni Opu Ishak Dg Maroa telah 
terbangun sejak lama di kalangan masyarakat pesisir penggoli. Hal ini 
sangat menguntugkan pencalonan istrinya pada pileg 2014. 
Ketergantungan jasa pemasaran dan jaminan pendapatan dijadikan oleh 
patron sebagai modal besar dalam hubungan yang dibentuk menjadi  
relasi politik dalam menarik suara pada pemilu. 
Penjelasan tersebut diatas semakin diperkuat oleh pendapat dari 
Hj. Hasriani sebagai calon anggota dewan kemarin, berikut penuturannya: 
.....mereka itu sudah menganggap saya sebagai keluarga, 
bisa dikata keluarga dekat mereka lah. Mereka saya 
pekerjakan bukan satu dua hari kemarin tapi sudah 
bertahun-tahun dan mereka itu tidak saya perlakukan 
seperti bawahan atau anak buah, tetapi lebih dari itu, saya 
posisikan seperti sahabat atau kerabat dekat......74 
  
                                                             
74 Wawancara dengan Hj Hasriani. Caleg Gerindra yang kini duduk di kursi DPRD Kota Palopo, pada tanggal 
22 November 2015. 
99 
 
Penuturan tersebut meyakinkan bahwa pemetaan suara elite di 
pertarungan calon legislatif memang benar-benar mengarah kepada 
massa yang loyal di daerah pemilihannya. Dengan memanfaatkan 
ketergantungan jasa pemasaran dan jaminan pendapatan dari para petani 
rumput laut yang terbangun sejak lama, relasi tersebut sangat dimengerti 
oleh elite dan kelompoknya bahwa ia dipandang sebagai patron. Dengan 
memanfaatkan hubungan ketergantungan ini ia mampu meraupsuara 
yang signifikan pada wilayah pencalonannya. 
Hubungan yang tidak setara dijalin dalam hubungan patron klien 
yang dilakukan buruh dapat ditelusuri dengan melihat keterikatan kepada 
juragan dalam memperoleh sumber daya, serta adanya pengorbanan 
waktu, tenaga untuk keperluan sosial atau politik kekuasaan elite lokal 
atau juragan ini. James Scott75 dalam analisisnya lebih dalam mengatakan 
bahwa arus patron ke klien pada umumnya terjadi melalui pengharapan 
ketika jaminan krisis mendera klien sehingga sangat dibutuhkan patron 
sebagai pemberi jaminan pada saat bencana ekonomi, membantu 
menghadapi keadaan sakit atau kecelakaan, atau membantu pada waktu 
panen kecil atau saat panen gagal. Jadi, patron sering menjamin “dasar” 
subsistensi bagi kliennya dengan menyerap kerugian-kerugian (dalam 
pertanian atau pendapatan) yang akan merusak kehidupan klien jika tidak 
dilakukan oleh patron. Scott lebih lanjut76 menggambarkan jasa patron 
secara kolektif dengan melihat sisi yang didapat oleh klien dari dalam 
                                                             
75 James Scott: Perlawanan Kaum Tani. Hal.9; 1993 
76 Ibid, Hal 10 
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dimana fungsi ekonomi itu digerakkan. Mereka patron ini kata Scott 
mengelola dan mensubsidi sumbangan dan keringanan, menyumbangkan 
tanah untuk kegunaan kolektif, mendukung sarana umum setempat 
(seperti sekolah, jalan kecil, bangunan masyarakat), menjadi tuan rumah 
bagi pejabat yang berkunjung, dan merespon festival, serta pelayanan 
desa.  
Hubungan ketergantungan dan legitimasi yang didapatkan patron 
dari klien berada pada dua pertanyaan penting. Pertanyaan tersebut bagi 
Scott menjadi penting sebab persoalan kepatuhan berbeda dalam model 
analitik yaitu terdapat kepatuhan yang rela dan ada kepatuhan yang tidak 
rela dalam sistem patron klien, apakah hubungan ketergantungan dilihat 
oleh klien sebagai hubungan yang bersifat kolaboratif dan sah atau 
terutama eksploitatif. Dalam bukunya Scott menjawab bahwa kunci dari 
evaluasi bagi klien ialah perbandingan antara jasa yang diterimanya dari 
patron dibanding biaya yang harus ia kembalikan, maka makin besar 
kemungkinannya ia melihat ikatan ini sebagai sah.77 
Pada masyarakat kelas tani dan kelas bawahnya menurut analisis 
Scott tidak diharapkan dan tidak mengharapkan menjadi bagian dari 
public yang relevan secara politis, harapan yang tidak tertulis yang 
melestarikan batas-batas ini adalah bahwa ada jaminan subsitensi dan 
perlindungan minimum bagi kelas bawah yang tidak berperan serta oleh 
kelas elite yang politis. Pendapat Scott ini melihat bahwa patron sebagai 
                                                             
77 Ibid, Hal 11 
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pemeberi jaminan dan perlindungan bagi klien dalam hal ini masyarakat 
tani tidak mampu menempatkan diri pada posisi yang memiliki nilai pada 
aspek public. Dengan demikian Scott menyimpulkan bahwa pusat system 
pertukaran patron klien adalah pertukaran kepatuhan dan persetujuan 
oleh klien sebagai imbalan bagi pemberian hak sosial minimum oleh 
patron. Jika jaminan-jaminan ini terputus maka struktur perkecualian 
kehilangan unsur kunci dari legitimasinya.78 
Posisi tawar menawar relatif dari kedua belah pihak pada hubungan 
patron klien, dalam pemikiran Scottini, neraca pertukaran menentukan 
sejauh mana ukuran pertukaran yang berlaku, yang berarti bahwa hal ini 
mempertanyakan sejauh mana klien lebih membutuhkan si patron 
dibandingkan patron membutuhkan klien. Patron bagi Scott berada pada 
posisi yang lebih unggul jika ia mengendalikan barang dan jasa vital. 
Penegasan Scott mengenai gagasannya pada peningkatan 
ketergantungan terhadap patronasi juga disebabkan atas penguasaan 
terhadap tanah dan kebutuhan akan aksesnya. Gagasannya melihat dari 
dampak kekuatan pasar di suatu wilayah memicu pertumbuhan kelompok 
strata tuan tanah elite yang baru dimana kekuasaan mereka terletak pada 




                                                             





6.1.  Kesimpulan 
 Kehadiran seorang atau kelompok yang berpengaruh kepada 
massa di suatu wilayah tertentu memberikan ruang hadirnya simpul 
kekuasaan dan relasi politik. Proses dari relasi politik tidaklah sederhana 
dan hanya melihat pada hasilnya saja. Seluruh aspek relasional itu 
dikalkulasi oleh seorang elite yang ia bangun dengan secara perlahan dan 
sangat lama. Diantaranya adalah interaksi sosial ke berbagai lapisan 
masyarakat, tindakan untuk melahirkan dan menjaga reputasi yang ia 
miliki, selain itu ia juga harus dapat memahami karakteristik lingkungan 
dimana ia dapat menancapkan pengaruhnya.  
 Setelah menggali lebih dalam permasalahan  yang menjadi objek 
dalam peneliteian ini, akhirnya penulis tiba pada kesimpulan yang terbagi 
dalam dua poin yaitu mengenai gambaran mengenai bentuk hubungan 
antara elite lokal pesisir dan petani rumput laut menjadi relasi politik dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua poin kesimpulan tersebut 
akan disimpulkan sebagai berikut. 
Relasi politik yang terbentuk berawal dari kedudukan individu atau 
elite yang memiliki akses terhadap sumber daya dan modal yang besar 
yang telah lama dikuasai dan kemudian hubungan sosial ini berlanjut 
menjadi suatu hubungan patron klien antara elite sebagai  patron dan 
petani rumput laut sebagai klien yang dimanfaatkan untuk mendapatkan 
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dukungan politik berupa suara pada kontestasi pemilihan anggota dewan 
pada 2014. Elite ini sangat menyadari bahwa di wilayah itu, suara dari 
masyarakat petani rumput laut yang loyal kepadadirinya di sekitaran 
pesisir dapat member dukungan untuk duduk di kursi dewan kota. Relasi 
politik ini adalah hasil transformasi yang dilakukan elite yang dimulai 
dengan suatu  hubungan ekonomi antara massa dan elite dimana 
perhitungan keuntungan elite, dominasi sumber daya kemudian berubah 
menjadi relasi sosial dan berujung ke relasi politik yang tak lain adalah 
akibat dari kebutuhan elite tersebut pada saat maju mencalonkan diri 
sebagai anggota legislatif di Kota Palopo. Elite lokal pesisir di daerah 
pemilihan 1 yang memiliki basis massa di Kecamatan Wara Utara 
tepatnya dilingkungan penggoli pesisir dimana kekuatan suara dari 
pendukungnya memberikan dukungan yang begitu besar. Dukungan 
suara pada pemilihan calon legislatif ini merupakan keuntungan yang 
dimiliki oleh elite yang didapatkan dari relasi politik yang dia bangun 
kepada petani rumput laut dan karyawan gudangnya. 
 Keberadaan elite lokal pesisir ini mampu mempertahankan relasi 
politik itu hingga mendapatkan keuntungan berupa dukungan politik oleh 
massa di pemilihan legislatif, dimana terdapat bentuk relasi politik yang 
mengarah kepada persuasi dan ketergantungan kekuasaan yang 
diperkuat juga oleh hubungan patron klien yang ia miliki dan budaya 
paternalistik yang telah lama tertanam dan menjadi karakteristik di wilayah 
itu. Ketergantungan kekuasaan itu berupa pertukaran jasa yang dimiliki 
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oleh elite kepada massa, dimana jasa yang berupa penyediaan akses 
ekonomi berupa pemasaran hasil produksi rumput laut dan lapangan 
pekerjaan, kemudian hal ini menjadi sangat penting bagi penghidupan 
petani rumput laut. Dengan kata lain, elite lokal pesisir ini memiliki akses 
terhadap sumber daya yang dibutuhkan sehingga terjadilah pertukaran 
yang bersifat timbal balik (mutual benefit and reciprocity). Selain itu fakta 
yang ditemukan dalam peneliteian ini adalah, meskipun massa memiliki 
pilihan politik lain, namun sangat sulit untuk tidak memberi dukungan 
karena mereka tidak memiliki penyedia sumber daya yang lain, sehingga 
dalam penelitian ini relasi politik yang dilakukan antara elite lokal pesisir 
dengan masyarakat petani rumput laut dan karyawan gudangnya terjadi 
sebagai penguruh dari faktor pilihan rasional elite dalam hubungan Patron 
Klien dan juga ditunjang oleh budaya paternalistik. 
Adapun pada rumusan masalah ke dua  dalam penelitian ini yang 
telah dibahas di bab sebelumnya, ditemukan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi relasi antar elite lokal pesisir dan petani rumput laut adalah 
faktor pilihan rasional yang dipicu oleh terdapatnya kepentingan elite 
untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ia miliki dengan adanya 
kepentingan individu/personal dari elite lokal pesisir kepada petani rumput 
laut dan karyawan gudang miliknya.  
Kepentingan personal elite lokal ini yang dimaksud menyangkut 
seputar permasalahan reputasinya, eksistensi usaha  dan terlebih kepada 
jabatan atau kedudukan politik, sedangkan unsur-unsur kepentingan 
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personal petani rumput laut dan karyawan gudangnya dalam relasi 
tersebut adalah terkait  keberlangsungan pendapatan ekonominya agar 
dapat terus diakomodasi oleh elite lokal tersebut dengan kata lain 
kepentingan personalnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang 
lebih bersifat pragmatis ekonomis. Kepentingan-kepentingan personal 
tersebut terakumulasi sedemikian rupa sehingga bermuara dan bertautan 
pada dua kepentingan personal yang melekat pada diri seorang elite lokal 
pesisir, yaitu kepentingan untuk menduduki jabatan politik, sekaligus untuk 
mempertahankan usaha yang ia miliki serta untuk bertumbuhnya reputasi 
sosialnya di lingkungan pesisir sehingga dengan tujuan jangka 
panjangnya berupa penciptaan ruang politik yang loyal yang dapat 
bertahan bertahan lama di berbagai lapisan dan struktur masyarakat 
pesisir.  
Keuntungan personal elite ini selain dimotovasi oleh keinginannya 
untuk mendapatkan keuntungan berupa dukungan suara pada pemilu 
legislatif, juga dukungan tersebut itu ia peroleh dari pengaruhnya pada 
hubungan patron klien yang telah lama terjadi dan hal ini sangat 
mendominasi relasi. Hal penunjang yang juga mempengaruhi relasi politik 
ini adalah adanya budaya paternalistik yang telah lama mengakar di 
pikiran petani rumput laut sebagai basis massa pendukungnya sehingga 
dengan begitu elit lokal ini dengan mudah mendapatkan dukungan suara 




6.2.  Saran 
 Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis ingin memberikan 
saran atau rekomendasi dari poin penting bagi keberlangsungan ruang 
politik di wilayah pesisir. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis 
menggaris bawahi, bahwa aktifitas politik di wilayah pesisir merupakan hal 
yang spesifik perlu untuk dikaji lebih dalam, baik itu mengenai dinamika 
ataupun geliat elite lokal yang melingkupinya dan bagaimana kontestasi 
politik seperti pemilihan umum menjadi lahan bagi tumbuhnya elite lokal 
sebagai elite politik baru dengan memanfaatkan kepemilikan sumber 
daya, akses pasar dan kekuasaan sosialnya.  
Seyogyanya politik menjadi ruang bagi tiap individu untuk 
memperbaiki kondisi buruk menjadi lebih baik sebagaimana cita-cita 
Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa, untuk itu kepada elite lokal 
pesisir agar lebih responsif, peduli dan peka kepada kehidupan 
masyarakat kecil seperti petani rumput laut, dan tidak hanya demi 
kepentingan kekuasaan semata, tetapi sekaligus juga berperan sebagai 
pendidik dalam menciptakan kehidupan politik yang lebih baik yang 
mengarah kepada perbaikan kondisi ekonomi di wilayah pesisir sehingga 
peran antar individu dapat memunculkan demokrasi ekonomi .yang setara 
terhadap akses sumber daya. Sebagaimana sifat demokrasi yang dicita-
citakan bahwa bukan hanya pada persoalan politik saja tetapi juga pada 




Selain itu pemerintah daerah juga seharusnya berperan lebih pro 
aktif untuk memberikan bantuan modal progresif kepada masyarakat 
petani rumput laut dengan skema pembiayaan yang lebih ringan dengan 
model berkelompok agar diharapakan bahwa hubungan ketergantungan 
ini dapat direduksi dari waktu ke waktu sehingga para petani rumput laut 
dapat menjalankan perannya sebagai warga negara  yang bebas untuk 
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